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ABSTRAK

Dalam dunia usaha, walaupun tujuannya untuk
mencapai suatu keuntungan namun tidak semua Jjenis usaha
pengaturan pel aksanaannya adalah SAMa, hal ini
tergantung dari jenis bisnis yang diljalankan.

Dalam per kembangan perekeonomian dewasa ini bisnis
franchise sudah sangat besrpengaruh pada perekonomian di
Indonesia hal tersebut karena tumbuhnya jenis bisnis ini
diberbagai kota besar aleh karena majunya pengetahuan
dan cara hidup masyarakat. Bisnis inipun tumbuh oleh
karsns bisnis ini memberi kenyamanan pelayanan pada
masyarakat pemakai Jjasa franchise.

Bisnis franchise dalam pelakzanaannya tidak lupuk
dari suatu perbuatan hukum antara dua pihak yaitu
franchiscr dan franchisee yang mengadakan ynntrak atau
suatu perikatan yang lahir karena adanya perjanilan
franchise.

Seiring dengan lajunya pEmbangurian yang
dilaksanakan dalam segala bidang seperti ekoncmi, hukum
industri, pertanian dan lain sebagainya, maka khusus
bidana hukum, pemerintah kian hari mengusahakan agar
setiap orang dapat rempercoleh pelayananan hukum yang

haik serta perlindungan demi kepastian hukum.
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Bentuk pardanjian franchise adalah suatu kontrak
yang lahir antara dua pihak yang merupakan perbuatan
hukum karena mengatur hubungan bukum antars dua pihak
sehingga mempunyai ksitan dan aspek, Yyang mer upakan
masal ah vang perlu diperhatikan, untuk memnber i
perlindungan hukum yand tepat pada para pihak agar
sgnant iasa pelaksanaan kontrak terhindar dari segala
hambatan dalam menjalankan hak dan kawajiban para pihak

wang mengadakan perJjanjian.
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BAB I

PENDAHLUIL LIAN

Manu=ia adalah suatu yang ada, namun adanys adalah
ada bersama, artinya keberadaan manusia itu sepantiasa
mempunyai hubungan dengan sesamanya, dengan perkataan
lain, eksistensi dengan sessmanysa.

Karena keberadaan manusia adalah ada bersama, maka
kehidupan sebagai suate proses, Jjuga berlangsung dalam
keberadaan bersama terssbut. Hubungan yang terjadi antar
manusia untuk melangsungkan kehidupannya, dissbut pergau-
lan Ridup.

Agar manusia dalam pergaulan hidup dapat melangsung-
karn kehidupannya secara wajar, sesuai dengan keberadaan
manusia yang seutuhhya, maka diperlukan suatu =sistem
pengaturan dan penertiban yang dilandasi: oleh keadilan
vang kemudian disebut hukum.

Dalam fﬁnqﬁinyn untuk mengatur dan menertibkan per—
gaulan hidup manusia ysng dilandasi oleh kKeadilan, hukum
tersebut mengatur hak dan kewajiban manusia.

Timbulnya aturan—aturan pergaulan hidup manusia yang
dilandasi oleh keadilan itu, ada yang tercipta dengan
sendirinya dalam hidup manusia tersebut dan disamping itu
ada Jjuga yang dengan sengaja dicaptakan oleh pengatur
pergaulan hidup manusia dsalam hal ini pemerintah.

Fengaturan—pengaturan pergaulan hidup ' manusia yang



diciptakan oleh pemerintah mempunyai bentuk yang bermacam-
macam antara laimn @

= Undang—undang,

- Keputusan Presiden,

= Kepubtusan Menteri dan lain sebagainya.

Pengaturan-pengaturan pergaulan hidup manusia itu
mutlak diperlukan karena didalam pergaulan hidup manusia
itu tidak jarang terjadi pertentangan kepentingan yang
dapat menimbulkan pertikaian dan sengketa yang akanm mem—
pengaruhi keseimbangan dalam pergaulan hidup manusia itu
sendirl.

Pengaturan—-pengaturan pergaulan hidup itu selain
merupakan pencerminan dari apa yang dikehendaki oleh
manusia =s=ebagai anggota dari pergadlan hidupnya, Jjuga ada
vang berupa tujuan dari negara.

Pengaturan—pengaturan yang diciptakan guna mencapai
tujuan negara itu biasanya dituangkan dalam bentuk peratu-
ramn dasar disamping peraturan-peraturan lainnya sebagai
pendamping.

Apa yang menjadi tujuan negara itu dengan jelas diuraikan
dalam "Pembukaan Undang-undang Dasar 1%43" pada alinea ke-
1V yang berbunyi i

"kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungl segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indornesia dan untuk memajukan



kesejahtersan umum, mencerdasskan kehidupan bangsa, dan
ikut melsksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer-
dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disu-
suinlah kemerdekasan bangsa Indonesia itu dalam suato
Undang-undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam
susunan negara Republik Indonesia yang  berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada :@: Eetuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan vang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
dan EKerakvatan vang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu kesdilan so=izl bagi seluruh rakyat Indonesia”

Apa vang dirumuskan dalm alinea ke-IV tersebut diatas
merupakan tujvoan negara dan bangss Indonesia yang didam-
pingi oleh prinsip-prinsip dasar untok mencapail tujuan
bangsa dan negars Indonesis yang merdeka itu.

Dan salah satu tujuan dari negara dan bangsa Indone-
sin seperti yang diuraikan dalam alinea ke-IV Pembukaan
UUD 1845 itu ialah :

"Melindungi segenap bangsa Indcnesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan uomum
serta mencerdaskan kehidupan bangsa”

Tujuan memajokan kesejahteraan umuom berarti suatu
usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat banyak dan
galah satu unsur deri keadaan yang sejahtera ini akan ada

dalsn adanya struktur ekonomi yang seimbang dan merata.



sanakan suatu program pembangunan yang lebih dikenal
dengan nama PELITA. Dengan program pembangunan tersebut
diharapkan dapat tercapai apa yang menjadi salah satu
tujuan negara dan bangsa Indonesia ini yaitu terciptanya
kesejahteraan umum wyang adil dan merata pada segenap

lapisan masvarakat Indonesia.

1,1. Alasan Memilibh Judul

Skripsi vyang penulis susun berjudul SURTU TINJAUAN
TERHADAP ASPEK MUKLUIM DALAM PELAKSANAAN BISNIS FRANCHISE.

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut
diatas adalah karena penulis melihat adanya bisnis fran-—
chise ini menjamur dikota-kota di Indonesia oleh sego-
lengan masyarakat dan belum diantipasi atau diatur secara
wksplisit dalam perangkat hukum nasional.

[stilah franchise ini sudah menjadi beglan dalam
praktek bisnis segolongan masyarakat Indonesia yang mana
hal tersebut tidak saja menguasai perdagangan barang-
barang konsumsi dan dalam bentuk restoran fast food tapi
juga dalam bisnis perhotelan, stand merk dagang, dan seba—
gainya.

Bisnis franchise ini tidak jarang sampai mengakibatkan
perang dagang antara sesama pemegang franchise yaog dise-
babkan oleh persaingan monopoll bisnis franchise ini.

Era Franchise modern ini baru lahir ditahun Empat



puluhan, wvang dianggap sangat bermanfaat, baik itu dalam
hal penanaman investasi dan modal dari para pengusaha
lokal maupun Jjuga membuka lapangan kerja karena bisnis ini
meEnyerap tenaga kerja dalam negeri.

oleh karena perkembangannya yang demikian sehingga usaha
Franchizse ini sudah ada disetiap kota besar dan tempat
usahanya telah tersebar diseluruh penjuru dunia termasuk
kimi dikota-kota besar di Indonesia, wvang mana adanvya
usaha ter=sebut tentu karena Indonesia yang dalam pengem=-
bangan pembangunannya dalam bidang skonomi.

Fembangunan yang berarti pertumbubhan plus perubahan
perubahan terspbut diatas yvang dalam hal-hal tertentu
dapat s=aja menjadi penghambat, apablla tidak disertai
keselarasannya perkembangan dalam bidang politik, =sosial,
hukum.

Eetiap negara yang berkeinginan melakukan pembangunan
harus mampu terlibat didalam proses perubahan dari tra-
disianil menuju ﬁnuern atau dari statis menuju progresivi-
tas. EKonteks ini tentu tergantung dari keadaaan hukum
negara tersebut.

Dalam pembangunan nasional wvang bertujuan untuk
memajukan masyaéakat ddil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang—undang Dasar i?45, adalah tepat sekali apabila
pembangunan ekonomi ditempatkan aalim urutan pertama dari
seluruh usaha pembangunan, sebab adalah merupakan kenvya-

taan bahwa negara-negara maju didunia ini dapat mencapai



kemajuan pesat dalam perekonocmian dengan melalui pembangu-—
nan dalam berbagai bidang utamanya perdagangan dan Indus-—
tri, t

salah satu faktor yvamg dapat mempengaruhi kelancaran
perniagaan dalam dunia peradaban modern ini ialah adanya
suatu bisnis baru yang dikenal masyarakat saat ini vaitu
bienis franchise yaitu yang merupakan hak untuk memakai
Merek/MNama dagang suatu usaha atau perniagaan yang sudah
dikenal masyarakat sehingga lebih mudah memperocleh keun-
tungan .

Derngan kemajuan pembangunan dan perkembangan masyara-—
kat, sgpertli peningkatan penanaman modal asing, ataupun
modal dalam negeri, maka diperlukan suatu pemikiran—
pemikiran dan berbagai tinjauan untuk membahas masalah
Franchise tersebut utamanya aspek tinjauan hukumnya vyang
tidak kalah pentingnya dengan tinjauan dalam bidemng lain-
nya tentang bisnis Franchise ini.

" Dalam membahas masalah ini ada dua masalah wvang
penting artinya yaitu bagi kehidupan ekonomi yang sedany
tumbuh sekarang ini dan masalah kedudukan hukum atas Franm-—
chise tersebut, sebab dari kalangan usahawan yang terlibat
dalam bisnis ini tentulah memerlukan adanya perlindungan
dalam wujud suatu aturan—aturan yang dapat mEnampung
kebutuhan mergka.

Franchise ini diperlukan ditampung dalam perangkat hukum



nasional untuk menghindarkan malpraktek dari para pihak
yang terlibat, dan memberi perlindungan hukum yang sela-
ras.

Dari uraian tercebut diatas dapatlah penulis simpul-—
kan bahwa piflu terciptanya keserasian hubungan dalam
praktek franchise ini dimana diperlukan pemikiran vyang
mendalam mengingat begitu luasnya hukum perjanjian yang
mEerupakan bagian yang terbanyak dipakai dalam bisnis ini,
sehingga bagi penulis tidak mungkin mencapai sasaran Yang

dimaksud apabila dibahas secara keseluruhan, hal ini

mengingat terbatasnya pengetahuan penulis.

l.2. Maksud dan Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini disamping untuk melengkapi
tugas akhir perkuliahan dan memenubhi syarat-svarat dalam
mencapai gelar SARJANA HUKUM, juga berusaha untuk menerap-
kar dilmu-ilmu vang telah diperoleh penulis selama perku-
liahan kedalam praktek khususnya dalam tidang hukum peri-
katan dan perjanjiian.

Disamping penulisan skripsi ini juga melakukan anali-
sa dari data-data yang diperoleh selama kegiatan perkulia-
harn dan dari literatur—-literatur dan bahan=bahan lainnya
sgperti dari berbagai media Iinformasi.

Bahwa dengan penulisan dan penelitian vang ada penu-
lis memperluas pengetahuan dibidang hukum dan khususnya

mengenai perjanjian dan perikatan yvang timbul dalam Per-



Janjian Franchi=se vang merupakan materi pokok dalam
skripsi ini.

Juga penulis dapat melatih diri lebih dapat berkarya
ilmiah waitu dengan menerapkan ilmu pengetahuan, yang
penulis dapat selama masa pendidikan.

Harapan penulis kiranya karya tulis ini dapat memberi
sedikit sumbangan pengetahuan khususnya pengetabuan dalam

bidang hukum.

1.5, Batasan Masalah

Dengan adanya Ferikatan antara Franchisee sebagai
pemah&i Merek/nama dagang dengan Franchisor sebagai pemi-
lik merekfnamé dagang dalam bisnis Franschise maka berto-
lak dari hal itu maka penulis mengidentifikasikan pembaha-
san penulisan skripsi ini sebagai berikut :
a. Bagaimanakah bentuk hubungan Perikatan dalam suatu
Franchise,;?

b. Sejauh mana para pihak dalam perjanjian menerapkan
suatu aturan—-aturan tentang perikatan yang ada,
apakah akibat hukum dari perbuatan tersebut 7

c. Bila timbul masalah dalam Franchise sehubungan
dengan perikatannya tersebut aph akibat hukumnya
dan bagaimanakah proses penyelesaiannya.

Berdasarkan penelitian penulis maka pembatasannya

adalah pada bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjiian Franchis-



l?

ing, perlindungan hukum dan kedudukan hukum atas bhak milik
merek/nama dagang yang diberikan franchisor selaku peme-
gang hak, serta pengetahuan akan peranan masing-masing
pihak atas hak dan kewajibannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis memilih judul
tersebut dan dengan mengingat terbatasnya pengetahbuan

dalam bidang yang penulis bahas tersebut.

i+49. Kegunaan Penulisan

Diharapkan dengan dilihuklnnvq penulisan inmi akan

dapat mengungkapkan mengenai perjanjian franchise dan
permasalahanya, khususnya menerapkan ketentuan yang berla-
ku dan pelaksanaannya sehingga dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagl para pihak dalam perjanjian dengan memper-
hatikan unsur kepastian hukumnyva.

Belain itu hasil penulisan ini dibharapkan akan mepnja=
di sumbangan yang berartil dalam mengembangkan ilmu penge-
tahuan khususnya dalam bidang yang menjadi pokok pembaha=
san tulisan ini, dan dapat dijadikan bahan perbandingan
untuk tulisan—tulisan lainnya sehingga memberi kesempatan
pada penulis untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan

berpikir meskipun jauh dari memadai.

1.5. Metode Penelitian
Penelitian adalab suatu kegiatan peEngumpulan, pengo-

lahan, penyajian dan analisa data yang dilakukan dengan
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metode i1lmiah.

Dalam penelitian yamng dituangkan dalam skripgi ini,
penulis menggunakan metode deskriptif yaitu ﬁengan.memher*
ikan gambaran tentang objek yang ditekuni berdasarkan
data vang diperocleh dari banan kepustakaan maupun hasil
penelitian.

bntuk méndapatkan data—data dan gambaran tersesbut
diatas penulis peroleh dengan :

1. Penelitian kepustakaan (Library research) yaitu suatu
teknik pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan
dengan membaca literatur-literatur, perundang-undangan,
maﬁa]ah—majalih. dan tulisap=-tulisan (bahan bacaan)
vang sehubungan dengan objek penelitian, dan dari
berbagai media informasi lainnya, termasuk media
informasi elektronik.

2. Penelitian lapangan (field research) wyaitu suatu teknik
pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dan meminta
keterangan secara langsung kepada pihak berkepentingan
dengan ocbjek penelitian.

3. Lokasi penelitian penulis yvaitu pada 2 (dua) responden
pemakai Franchising i Ujung Pandang masing-masing
sebagai berikut 3

i, HRestoran ES TELER 77, yaitu sebagai pemakai Merek/
Mama Dagang Lokal, yang penulis lakukan pada bulan

Juni tabun 1990.
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2. Fast Food KENTUCKY FRIED CHICKEMN, Cabarg Uijung=-
Pandang sebagai pemakai Franchising Internasional,

yang penulis lakukan pada bulan Desember 1990.

L:6. Sistimatika Pembahasan

Agar mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai hal
yang dibahbhas dalam penyusunan ini, maka penulis akan
mengemuekakan secara garis besar sebagai berikut
BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini dikemukakan mengenai alasan memilih
judul, maksud dan tujuan penulisan, batasan masalah,
kegunaan penulisan, metode penulisan  dan sistematika
pembahasan.
BAB I1 PERJANIIAN PADA LUMUMNYA

Bab ini mengemukakan tentang pengertian perjanjian
pada umumnya tentang perjanjian sebagail =alah satu sumber
perikatan, syarat-syarat sabnya suatu perjanjian, asas
kebgbasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam perjan-—
jian, wanprestasi dan risiko dalam perjanjian, dan berak-
hirnya perjanjian.
BAB II1 TENTANG PERJANJIAN FRANCHISE

Palam Bab ini menguraikan pengertian franchise,
tranchise sebagai =alah satu sumber perikatan, hak dan
kewajiban para pihak dalam perikatan, dan berakhirnya

franchising.

BAB IV PELAKSANAAN FRANCHISE
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Dalam bab ini menguraikan bentuk—bentuk dan syarat-
evarat franchise, manfaat franchise dalam dunia bisnis,
aspek franchise dalam hubungannya dengan Undang-undang
Momor 21 tabun 19461 tentang merek, masalah—-masalah dalam
franchise.

BAB V FENUTLP
Kesimpulan

Kesimpulan skripsi ini memuat materi pokok vang
dituangkan mulai dari Bab I (satu)} sampai dengan Bab 1V
(empat)} vang merupakan pembahasan penulis sesuai dengan
Judul skripsi ini.

Saran—saran

Saran penulis dalam skripsi ini adalah hal-hal wvang
penulis harapkan dapat dilaksanakan setelah adanya pemba-
hasan mengenal masalah—-masalah vang timbul dalam perjanji-

an Tranchise tersebut.
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BaB 11

FERJANJIAN PADA UMUMNYA

Z2:d. Perjanjian Sebagai salah Satu Bumber Perikatan
Fengertian perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum
Ferdata diatur dalam pasal 1313, vang menvebutkan
"Suatu perjaniian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.”
Dari pengertian ini kita melihat sdanya kata "perbua-

tan yang mempunyai pengﬁrtiap yang sangat luas dimana
didalamnya tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan
melawan hukum, sehingga agar perbuatan itu tidak terlalu
luas pengertisnnya, maka perbualan ity harus diartikan—
perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk
mendmbulkan akibat hukum. Selain itu, melihat adanva
pengertian tadli maka ada ketidak lengkapan pengertian,
karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja sehingga
untuk lebih melengkapinva perlu ditambah perkataan “atau
s=aling mengikat diri", sehinoga pengertian pErjanjian
mdalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atsu lebih
mengikatkan dirinva terbadap satu orang atau lebih. 1)
Pengertian lain mengienai perianiian diberikan

oleh K. Subekti, yang mendefenisikan perjaniian sebsgai

berikut 3

"suatu peristiwa dimana sesecrang berjanii pada orang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanii untuk
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melaksanakan suatu hal®. Z)

Wirjona Projodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum
Ferjanjian, mengzmukékan perjanjian adalah :

"Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara
dua pihak dalam mana satu pihak berjanjii untuk
melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak
menuntut pelaksanaan janii itu."3)

Melihat pengertian-pengertian tersebut diatas, kita
iihat bahwa suatu perjanjian menimbulkan adanya hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak yang membuat perjanji-
an, atau menimbulkan adanya =uatu perikatan dengan kata
1ainm perjanjian merupakan sumber perikatan, karena
perikatan 4ditu sendiri timbul dari hubungan antara dua
arang atau lebih, jadi perikatan merupakan suatu hubungan
hukum, dengan kata lain perjanjian menimbulkan perikatan.
Mengenai perikatan ini, walaupun buku III Kitab Undang-
undang hukum Perdata memakai Judul ‘tentang perikatan,
tetapi tidak satu pasalpun yang memberikan pengertian
mengenai perikatan ini.

Jadi dari wuraian diatas dapat ditarik kesimpulan,
.hahua terdapat hubungan yang sangat erat antara perjanjian
dengan perikatan, yaitu bahwa perjanjian menimbul kan
periﬁatan, disamping sumber-sumber perikatan lainnya,
vaitu undang—-undang. Perikatan yang timbul dari undang-
undang ini merupakan keadaan yang dikehendaki oleh para

pihak vyang membuat perjaniian tersebut, karena mereka

bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu perikatan
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hukum dan terikat satu sama lain karena janii yvang telah

diberikan.

2:2. Syarat-svarat Sahnya Suatu Perjanjian.

Agar swatu perjanjian yang dibuat bisa berlaku dan

=ah, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi svarat—
syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Meskipun asas kebebasan berkontrak, ssperti yang terdapat
pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mem—
perbolehkan untuk membuat perjanjian mengenai apa saja dan
bentuk apa saja, tetapi asas tersebut dibatasi pelaksa-
naannya oleh hukum yang bersifat memaksa, melanggar keter—
tiban umum dan kesusilaan.

Menurut pasal 1320 KitanUndang-undang Hukum Perdata
mensyaratkan empat hal agar suatu perjanjiian bisa dianggap
sah, vaitu 3

a, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyag

b. Cakap untuk membuat suatu pirjanjian;_

c. Mengenal suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat vyang pertama dan kedua merupakan syarat sub-
jektif yang berkaitan dengan subjek dari perjanijiian,
sedangkan eyarat ketiga dan keempat merupakan syarat
obhijektif ywang berhubungan dengan perjanjian itu sendiri.
Perbedaan tersebut membawa konsekwensi pada akibat hukum

yang bilamana tidak dipenuhinya syarat subjektif maka
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perjanjian itu dapat dibatalkan (vernietgbaar), Sedangkan
bilamana dalam suatu hal syarat obiektif tidak terpenuhi
maka perjanjian itu batal demi hukum (nietig), vaitu bahwa
perjanjian itu sejak semula harus dianggap batal dan hakim
berkuasa menyatakan pembatalannya meskipun tidak adanya
permintaan dari salah satu pinhak.

selanjutnya mengenai maksud dari keempat syarat
tersebut akan diuraikan secara singkat dibawah ini :
ad. a. GSepakat merska yang mengikatkan dirinva

Sepakat disini maksudnya bahwa kedua subiek vang
mengadakan perjanjian 1itu harus sepakat mengenai hal—-hal
yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, dan juga
para pilhak yang mengadakan perjanjian tersebut harus
mempunyai kehendak yang bebas untuk saling mengikatkan
diri vang dilakdkan dengan tegas maupun spcara diam=diam.

Bilamana dalam memberi kesepakatan tersebut terjadi
karena adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau
penipuan (bedrog), maka menurut pasal 1321 Kitab Undang-
undarg Hukum Perdata kesepakatan tersebut tidak sah.

Paksaan terjadi apabila seseocrang melakukan perbuatan
karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan ancaman
phisik maupun ancaman lainnya, seperti akan dibocorkan
rahasianya. Ancaman tersebut harus berupa sesuatu yang
dilarang undang-undang. Tetapi apabila mengancam dengan
upaya—upaya hukum yang diperkenankan, maka ia melakukan

perbuatan hukum.4) Mengenai paksaan ini diatur dalam pasal
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1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang antara lain
menyebutkan bahwa paksaan terjadi apabila hal tersebut
sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan ketakutan bahwa
dirinya atau kekavaannya terancam oleh suatu kerugian yang
terang dan nvata.

Kekhilafan terjadi jika seseorang memberikan kesepa-
-Hatan karena dipengaruhi oleh kesan atau pandangan vang
palsu, yvaltu apa vang telah dinyatakan sesuai dengan
kehendaknya itu didasarkan pads suatu anggapan yang tidak
benar. Jika dalam perjanjian wvang dibuat terdapat kekhila-—
fan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dimana
kekhilatan ini-'dapat terjadi mengenal barang atau obiek
perjanjian atau mengenal orang dengan siapa perjanjian
dibuat. Untuk dapat menggugat berdasarkan kekhilatan
diperlukan dua syarat, yaitu :

a. pihak lawan mengetahul atau seharusnya mengetahui
bahwa ia jusiru melakukan perbuatan itu berdasar
kan ciri-ciri dan keadaaan yang keliru tersebut.

b. dengan memperhatikan semua keadaan, pihak yang
melakukan kekhilafan tersebut selayvaknya dapat
dan boleh membuat kekeliruan.

Penipuan menurut pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, mensyaratkan adanya tipu muslihat dan tidak hanya
kebohongan saja. Penipuan terjadi jika salah satu pihak

mengarahkan kemauan pihak lainnya kejalan yang salah.
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Dalam hal 4ini, salah satu pihak dengan sengaja memberi
keterangan—-keterangan yang tidak benar dengan dizsertali
tipu muslihat, sehingga pihak lawannya mendapat suatu
gambaran vyang tidak benar dan akhirnya dapat membujiuk
pihak lawannya itu umntuk memberi persetujuan.

ad.b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Pada asasnya setiap orang yang telah dewasa serta
sehat pikirannya adalah cakap untuk melakukan suatu perbu—
atan hukum. Pada pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dissbutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat
perikatan—perikatan Jjika 1ia roleh undang—undang tidak
dinvatakan tidak cakap. Sedangkan menurut pasal 1330 Kitab
Undang—undang Hukum Perdata dikatakan orang yang tidalk
cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

a. Orang vyang belum dewasaj

b. Mereka yang ditaruh dibawah pEengampuan;

c. Wanita vang kawin, dalam hal-hal yang ditetapkan

oleh undang=undang .

palam hukum positif di Indonesia kriteria usia dewasa
{ni tidak ada keseragaman. Menurut pasal 330 Kitab Undang-—
undang hukum Perdata seseporang dianggap dewasa Jika ia
telah berumur dua puluh satu tabun atau telah kawin.
Sedangkan menurut Undang=undang Momor 1 tahun 1974 tentang
Undang-undang PFerkawinan,; pada pasal 47 ayat 1 dan pasal
50 ayat 1 ditentukan batas kedewasaan seseorang Jjika sudah

berusia delapan belas tahun atau sudah kawin., Dalam hukum
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suatu hal atau barang tertentu.

Menurut pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perda—
ta, barang vang dimaksud dalam perjanjian itu paling
sedikit harus ditentukan jenisnva sedangkan mengenai
barang itu apakah sudah ada atau sudah berada dalam pengu-—
asaan debitur pada waktu membuat perjanjian, tidak
disyvaratkan oleh Undang-undang.

Sedangkan pasal 1333 avat 2 Kitab Undang-undang Hukum
FPerdata menyebutkan babhwa jumlah barang tidak perlu dise-—
butkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.
ad. d. Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian disyaratkan juga adanya sabab
vang halal dimana "sebab" disini bukan berarti sesuatu
yanyg menyebabkan seseorang membuat perjanjian, atau dengan
kata lain, sebab disini tidak berarti motivasi dari seseo-
rang untuk membuat perjahiian, karena mengenai motivasi
tidak begitu diperscalkan oleh hukum, tetapi yang dimaksud
dengan "sebab" atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi
dari perjanjian itu sendiri.3) Menurut Wirjono prodjodi-
koro yang dimaksud dengan sebab atau csusa itu adalab

misi dan tujuan suatu perjaniian, vyang menyebabkan

adanya perjanjian itu." &)

Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih
menekankan lagi mengenai pentingnya sebab ini, dimana

menurut pasal tersebut jika suatu perjanjian tidak mempun-
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yai sebab atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau
terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyal kekua-—
tan sehingga tidak ada perikatan diantara para pihak yang
membuatnya.

Causa atau sebab yang terlarang adalah rcausa yang
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau
kesusilaan sedang causa atau sebab yang palsu adalah  Jjika
perjanjian itu diadakan oleh para pihak wuntuk menutupi
causa vang sebenarnya tidak diperkenankan. Jika suatu
perjanjian tidak mempunyai causa atau sebab yang halal
maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Selain ke-empat syarat seperti yang disebutkan dalam
pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada pula
unsur-unsur dari perjanjian i

a. Essentalia, yaitu bagian dari perjanjian dimana

tanpa itu tidak mungkin adaj

b. Maturalia, yaitu bagian dari perjanjian yang oleh

undang-undang ditentukan sebagai perjanjian
vang bersifat mengatur.

c, Bccidentalia, vaitu bagian darli perjanjian yang

ditambahkan oleh para pihak sendiri dan undang-—

undang tidak mengaturnya.

Z.3. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualitas
dalam Pecjanjian

Ketentuan—ketentuan yang mengatur mengenai hukum
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perjaniian, terdapat dalam Buku II!1 Kitab Undang-undang
Hukum perdata dibawah titel meangenai perikatan. Hukum
perJaniian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang
Hukum perdata tersebut menganut sistem terbuka, vyaitu
memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk
membuat perjanjian yang berisi apa saja, berbentuk apa
s4ja mprta tentang apa saja asalkan tidak melanggar keter-
tiban umum dan kesusilaan.

Karena Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menganut sistem terbuka, maka pasal-pasal mengenai hukum
perjanjian merupakan hukum pelengkap, artinya pasal-pasal
tersebut dapat disingkirkan, jika dikehendaki: oleh para
pihak vyang membuat perjanjian, dan wmereka diperbolehkan
mambuat ketentuan—-ketentuan sendiri yang menyimpang darl
hukum perjanjiian, juga diperbolehkan Lntuk mengatur sen-
diri kepentingan—kepentingan mereka dalam perjanjiian yang
dibuatnya itu, dan jika mergka tidak mengatur suatu hal
dalam perjanjian tersebut, maka berarti mengenai hal
teresbut akan tunduk pada undang-undang.? )

Sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ini
mengandung asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, seperti
yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibtuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka vyang mem-
bustnya. Menurut Subekti dengan menekankan kata "eemua’

herarti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanji-
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an yang berisi apa saja dan berupa apa saja dan
perjaniian itu mengiket mereka vyang membuatnya seperti
undang-undang. B8)

Fada pasal 1338 ayat Z Kitab Undang—undang hukum
perdata ditentukan perjanjian itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan persetujuan kedua belah pibhak, atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
Cukup untuk itu. Hal ini menjamin adanya kepastian hukum,
namun dimungkinkan adanya pembatalan secara sepihak pada
perjanjian tersebut tanpa suatu alasan, misalnya dalam
perjanjian kerja dan perjanjian pemberian kuasa.

Pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata ditentukan perjanjian itu harus dilaksanakan
dengan itikad baik. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap
perjanjian nﬁrus memperhatikan norma-norma kepatutan dan
keadilan. Pada pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perda-
ta ditegaskan keterikatan perjanjian pada kepatutan,
kebiasaan dan undang=undang, dimana menurut pasal 1347
Kitab Undang-undang Hukum FPerdata hal-hal yang menurut
kebiasaan selamanya disptujul secara diam—diam dimasukkan
dalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.

Untuk menentukan sejak kapan suatu perjanjian biesa
berlaku, maka terdapat asas konsensualitas. menurut asas
ini, suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karena

sudah ada sejak detik tercapainya kesepakatan, atau per-
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janjian itu sudah sah apabila para pihak =sudah sepakat
mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formali-
tas. kadang-kadang Jjuga undang-undang menetapkan untuk
=abnya suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis
atau dengan akta notaris, tetapi hal demikian merupakan
suatu pengecualian. lazimnya perjanjian itu sudah sah
dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan
mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian itu.

Asas konsensualitas ini dalam Kitab Undang—undang
Hukum Perdata dapat disimpulkan dari pasal 1320 EKitab
Undang=-undang Hukum perdata, hal ini tidak adarfya suatu
keharusan atau Tormalitas tertentu Eélﬂiﬂ adanva kesepaka-
tan, sehingga dapat disimpulkan babwa setiap perjaniian
itu sudah sah dalam arti mengikat setelah tercapainya hal-
hal pokok dalam perjaniian tersebut.

Asas konsensualitas inl terdapat juga pengeculaian-=
nya, yaitu oleh undang-—undang ditetapkan formalitas ter-
tentuy umtuk beberapa macam perjanjiarm., ancaman batalnya
perjanjian apabila tidak menuruti bentuk yang dimaksud,
misalnya perjanjian penghibaan yang jika megenai benda tak

bergerak harus dilakukan dengan akta notaris.

7.4, Wanprestasi dao Rieiko dalam Ferjanjian

Dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

dibedakan perikatan menurut prestasi atau isinya, yaitu :

a. perikatan untuk memberikan sesuatu;
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Adanya perikatan ini mewajibkan para pihak untuk
melaksanaksn apa saja yang diperjanjikan. Apabila salah
satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanji-
kan, maka dikatakan bahwa ia telah wanpreataai atau ingkar
janji.

Wanprestasi seseorang yang diwajibkan memenuhli pres-
tasi, yaitu debitur dapat berupa :

a. tidak memenuhi presetasi sama sekallj

b. terlambat memenuhi prestasi;

e. melaksanakan prestasi tidak sebagaimana yang

dijanjikan.

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 maka
peraturan tentang penstapan lalai (ingebrekesteling), yang
dikeluarkan untuk menentukan saat Debitur Wwanprestasi
dinyatakan tidak berlaku efektif lagi. 9) Sehingga Kredi-
tur dapat mengadakan tuntutan ternadap Debitur yang wan-
prestsi tanpa didabului dengan surat peringatan atau
somatie.

terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi, maka
pihak kreditur dapat mengadakan tuntutan sebagai berikut :
a. ganti rugi

Dalam Buku ke III bagian ke-empat Kitab Undang-

undang Hukum Ferdatas ditentukan Debitur yang wan
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prestasi, pengganti kerugiannya yang dapat dituntut
adalan berupa biaya (kosten), rugi (schaden), dan
bunga (interessen). Akan tetapi tidak setiap keru-
gian vyang diderita kreditur harus diganti oleh
Debitur hanya wajib membavar ganti rugi dalam hal
kerugian itu dapat diduga atau sepatutnya dapat
diduga pada waktu perjanjian dibuat atau kerugian
yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi itu.
b. pembatalan perjanjiian.

Menurut pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam
perjanjian vyang timbal balik, managala salah satu
pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal wang
demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan
ini juga barus dilakukan meskipun syarat batal
mengenal tidak dipenubinya kewajiban itu dinyatakan
dalam perjaniian. Jika syarat batal tidak dinvatakan
dalam perjanjiian, hakim leluasa untuk menurut kea-
daan atas permintaan sitergugat , untuk memberikan
suatu jangka waktu untuhlmaﬁih juga memenuhi kewaji-
bannya, Jangka waktu mana tidak boleh lebih dari
satu bulan. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa
kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum
perjanjian diadakan. 10)

Dalam hal perjaniian dibatalkan maka semua perikatan
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yang timbul menjadi menjadi hapus dan masing-masing
pihak tidak perlu lagi memenuhi prestasi, tetapi hal
yang memungkinkan adalah jika salah satu pihak sudakh
memgnuhi sesuatu prestasi pada pihak lain maka hal
itu harus dikembalikan, serta pihak yang mengajukan
pembatalan perjanjian berhak menuntut ganti ruga
sebagai akibat wanprestasi dan pembatalan tersebut.
c. peralihan Risiko
Mernurut pasal 1237 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata risiko dalam perjanjian sepihak, yaitu
perjanjian untuk memberikan suatu barang tertentu,
smjak ssat perjanjian dilahirkan banda itu menjadi
tanggungan siberpiutang yakni pihak vyang berhak
menerima barang. Pada pasal 1237 ayat 2 Kitab Un-
dang-undang Hukum Perdata disebutkan mengenai peral-
ihan risiko sebagail akibat adanya kelalaian debitur,
dimana =ejak saat kelalaian tersebut barang itu
menjadi tanggungan Debitur.
Disamping karena adanya wanprestasi, suatu perjanjian
adakalanya tidak dapat dilaksanakan karena terjadi-
nya peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang
meﬁgiginatkan perjanjian itu tidak dapat dilaksana-
kan. Hal ini merupakan risiko dalam perjanjian,
vaitu kewajibap untuk memikul kerugian yang disebab-

kan karena suatu peristiwa diluar kesslahan =alah
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satu pihak.
Mengenai risiko perlu dibedakan dalam perjanjian
sepihak dan risiko dalam perjanjian timbal balik.
Menurut pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
risiko dalam perjaniian sepihak menjadi tanggurngan
pihak Kreditur, sedangkan mengenai risiko dalam
perjanjian timbal balik terdapat ketentuan yang
berlainan, hal ini menimbulkan masalah manakah wyang
dapat dijadikan pedoman mengenai riaign dalam per-
janjian timbal balik. Menurut Subekti apa vyang
disebut dalam pasal 1545 Kitab Undang=undang Hukum
perdata harus dianggap sebagal asas vyang berlaku
wmum mengenai risiko dalam perjanjian timbal balik,
sedangkan vyang ditetapkan dalam pasal 14480 Kitab
Undang=undang Hukum Perdata harus dianggap sebagai
pengecualisan.ll)

d. Membayar biaya perkara Jjika sampai diperkarakan
di Pengadilan.
Gebagai sanksi ke-empat terhadap Debitur yang melak-
ukan wanprestasi adalah 1ia diwajibkan membayar
ongkaos biaya perkara. Mengenai hal ini dapat disim-
pulkan dari ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, vyaitu
barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim akan
dihukum membayar biaya perkara. Debitur yang lalai

tentunya akan dikalahkan jika sampai diperkarakan

dimuka hakim.



29

£:3. Berakhirnys Perjanjian

Mengenai berakhirnya perjanjian, tidak ada pengatu=-
rannya secara khusuzs dalam Kitab Undang=-undang Hukum
Perdata, yang ada hanyalah pengaturan mengenai berakhirnya
ataud hapusnya perikatan yang diatur dalam pasal 1381
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian akan berakhir jika perikatan vyang
timbul dari perjanjian tersebut telah dilaksanakan, wyaitu
masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya.

berakhirnya perianijiian teriadi karena hal-hal sebagai
berikut :

a. Ditentukan sendiri waktunya cleh para pihak, sehing-
ga perjanjian itu akan berakhir setelah melewati jangka
waktu yang telah disepakati, misalnya perjanjian sewa
menyewa rumah yang disepakati waktunya wuntuk dua
tabun.
b, Ditentukan oleh undang—undang batas waktu berakhirnya
perjanjian misalnya perjanjian pemecahan harta warisan
diantara para ahli waris, yang menurut pasal 1066
ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akan berakhir
dengan sendirinya setelah melewati masa lima tahun.
terjadi peristiwa yang tercantum dalam perjanjian atau
undang-undang, yaitu terjadi peristiwa tertentu mak s
berakhir, misalnya dalam perjanjiian

perjanjian akan

perseroan dimana menurut pasal 14484 ayat 4 Kitab
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Undang-undang Hukum Perdata persercan akan berakhir
Jika salah seorang peseronya meninggal dunia atau
berada dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
Dinyatakan boleh kedua belah pihak atau salah satu
pihak misalnva dalam perjaniian kerja.

Apabila para pihak telah merasa bahwa tufuan dari
perjanjian telah tercapai.

Apabila para pihak sepakat untuk mengeakhiri perjanjii-
an .

Adanya putusan hakim vyang memutuskan berakhirnya
perjanjian berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Dengan berakhirnya perjanjian, maka para pibak kemba-—

1i pada keadaan semila seperti sebelum perjanjian dibuat,

dan para pihak terlepas dari hak dan kewajiban yang terda-

pat dalam perjanjian tersebut.
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BAB II1

TENTANG PERJANJIIAN FRANCHISE

Istilah Franchise yang sudah menjadi bagian praktek

biaﬁii di Indonesia vann tidak saja telah menguasai perda-
gangan barang-barang kKonsumsi tetapi juga termasuk pada
bisnie pelayanan jasa, yang bagi para pengusaha di Indone-
sia , bisnie ini sudah tidak merupakan ladang bisnis yang
baru lagi diabad ini.
Bisnis franchise dewa=sa ini sudah menJamur dengan segala
bentuknya tersebut padahal sampai 15 tahun  lalu  tekadk
pemassran dan distribusi barang konsumen [Consumer goods)
dengan iiEéEm frenchise nyaris belum terdengar gaurngnya di
Indonesia.12)

Meningkatnya pengetabuan akan dunia bisnis terssbut
dan perkembangan pembangunan vang menyebablkan usaha imi
telah menjamur dikota—kota besar di Indonesia, yang mana
bisnis 4ini dalam perkembangannya selalu saja larie dan
disukai mesyvarakat konsumen yang mengakibatkan semakin
banyaknya penpusaha yang berminat untuk membuka ladang
Hari pada.bidﬂﬂg bisnis franchise ini.

Bisnis franchise ditinjau dari segi Hukum vaitu
dengan adanysa persetujuan para pihak vyang mengadakan
kartrak Qang menimbulkan akibat hukum. Betiap syarat vang
diantizipasi ha#rus atas kesepakatan

dirundinakan untuk

para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban paras



pihak yang mengadakan perjanjian.
2:1, Pengerti ranchise

Franchise dalam arti yang +terpenting dalam dunia
dagang atau bisnis adalah suatu sistem kerja sama dalam
pemasaran dan metode untuk mendistribusikan dan suatu
pelayanan kapada konsumen. Dalam bentuk simpelnyva Yang
diuraikan Steven. 5. Raab, dan Gregory Matusky dalam
majalah "World Executive's Diggest" i

"Franchise is a marketing system, a method for dis—
tributing goods and services to the consumer.” 13)

Kemudian mereka memberi suatu simpulan babhwa dalam
sistem franchise ini meliputi dua pihak vyang mengadakan
perjanjian sebagal berikut

a. franchisor yang membuat Ei%tem perdagangan terse-
but, dan meminjamkan Merek/Nama dagangnya wuntuk
maksud tersebut,

h. franchisee, yang diberi hak intelektual franchisor
urntuk mengoperasikan franchise tersebut dibawah
Merek/Nama Dagangnya.

Apabila melihat arti tersebut maka pengertian vyang
diberikan dengan melihat segi perbuatan hukumnya praktek
bisnis franchise, adalah suatu hak yang dimiliki pihak
lain untuk memakai Merek/Nama dagang pihak Jlainnya yvang
dituangkan dalam suatu perjaniian dengan sistem kerja sama

dalam hal pemasaran produk dan sistem pelayanan

jasa.



Hubungan wyang terjadi adalah berdasarkan perijanjian,
diamana dalam kontrak tersebut terdapat unsur kontrol
tertentu bagi pihak franchisor kepada franchisee sebagai
imbalan yang diperoleh atas rovalty yang diterimanya.

Dari kedua pengertian yang ditinjau dari bidang vyang
berbeda tersebut diatas tersirat suatu pengertian yang
tidak berbeda, dengan pengertian dari "BLACK LAWE DICTION-
ARY" sebagai berikut 1

"Personal Franchise is a Franchise of corporate

existence or one which authorities the formation and
existence of corporation, in sometimes called a
special previlege confered by government on L
individual or corporation, and which does not belong

ta the citezren of country generally of C DVMimCa
right."14}

Makna dari defenisi tentang Franchise tersebut dapat
disimpulkan bahwa adalah suatu izin dari pemegang hak
milik keindustrian yang telah diberikan pemerintah. Dalam
arti wang lebih luas adalah suatu pemberian kuasa bagi
franchisee untuk memakai Merek/Nama Dagang milik franchi-
so0rF yang disertai dengan memberikan resep-resep, koleksi
makanan dan metode pelayanannya/jasa yang dituangkan dalam
skontrak (perjaniian) yang dibuat dibawah tangan atau oleh
pejabat yang berwenang (Notaris).

jetilah franchise tersebut akhirnya disimpulkan bahwa
baik ditinjau dari epgi perkembangan dunia dagang (ekono-

mi) dalam rangka peningkatan taraf hidup dibidang ekonomi,
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diperlukan suatu aturan-aturan hukum yang menunjang dalam

pelaksanaannya.

3.1.1. Perbedaan Pengertian Franchise dengan Lisensi.
Ferbedaan istilah franchise ini dengan Lisensi sebe-
narnya tidak ada perbedaan yang mendasar apalagi dalam
praktek pelaksanan kontrak dan perjanjiannva, hampir sSama
saja. Namun vang sering terasa perbadaannya hanya pada
bidang bisnis yvang digelutinya. Franchise lebih duﬁinin
dalam hal menggunakan merek/nama dagang, dan metode Dbisnis
franchisor pada bidang bisnis fast food dan grossier, atau
pengecer dengan sistem swalayan (Supermarket), csepdangkan
urttuk Lizsensi lehih terkait pada Industrial property
atau vyang berbentuk manufacturing misalnya untuk produk
farmasi, makanan kaleng, dan berbagai jenis industri kimia
laipnya dalam hal menggunakan paten, merek/nama dagang

atau untuk menggunakan suatu bBentuk teknologi.

T.1.7. Perbedaan pengertian Franchise dengan Joint Venture
Kedua Sistem usaha ini pada dasarnya sama adalah

berdasarkan sSuatu perjanjian tertentu yang dibuat oleh

para pihak,., Namun perbedaannya ialah pada bisnis Franchise

dalam ﬂgrEEmEntnya ditegaskan bahwa franchisee menggunakan

investasi (modal) pribadinya dalam menjalankan usahanya,

dan m!mlﬂﬂ"fﬂr rlj'fa-lt"." hEpﬂda frﬂﬂthiﬁnl“ Etﬂi pEmahaian

merek/nama dagang milik franchisor tersebut, sedangkan
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pada Joint Venture adalah suatu bentuk kerja sama antara
dua atau lebih pihak untuk maksud tertentu dengan pEFEEtu-
juan nyata untuk mendirikan Perseroan Dagang dengan modal,
policy managemen dalam prosedur tertentu yvang akan mane-—
gaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak .13}
Perbedaan lainnya ialah bahwa dalam joint wventure tidak
adanya pemakaian mersk/nama dagang milik dari salah satu
pihak .

Z.Z2. Franchise Sebanai Salab Satu Bentuk Perikatan

Perjanjian franchise adalah merupakan suatu bentuk
perjanjian yang pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab
Undang—undang Hukum Perdata, tetapi lahir dalam praktek
kehiasagan sehari-hari, penciptaan jenis perjanjiian 1ini
olel praktek dimungkinkan karena hukum perianjian dalam
Kitab Undang—-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka
stau asas kebebasan berkontrak. .

Acas kebébagin berkantrak tercantum dalam pasal 1338
ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum FPerdata yang menyebutkan
bahwa semua perjaniian yang dibuat secara sah, berlaku
sebagali undang~undang bagi mereka yang membuatnya, wuntuk
itulah maka perjanjian franchise tersebut tidak dilarang
n merupakan perbuatan hukum faﬁq dilarang oleh

atau buka

undang—-undang, dan eksistensinya adalah akibat berkembang-

nya berbagai prahtek hukum dalam berbagai bentuk perjanji-

an  yana tidak diatur dalam Kitab Undnag-undang Hukum
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Perdata.

Dari berbagai mModifikasi perkemﬁanqan franchise dalam
praktek, dalam beberapa kategori, maka bisnis ini telah
merupakan suatu perbuatan hukum, vyaitu karena adanvya
kontrak atau perjanjian vang ditetapkan.

Dalam arti wyang lebih rinci dimana pemegang franchise
melakukan negoisasi untuk menyetujui kontrak dulu s=sebelum
adanya pelaksanaan franchise dengan pemilik franchise
sebagaimana umumnya hukum perjanjian.

Dalam melakukan negoisasi kontrak usaha ada hal-hal yang
penting diperhatikan baik dari segi skonomik, hukum maupun
psikelogik. Dan untuk setiap usaha ([bussiness) ada perhi-
tungan, kalkulasi untung rugi dan kalau bernegoisasi tentu
keseluruhan perhitungan itu dibawa serta kemeja perundin-
gan. 1&)

Berdasarkan hubungan hukum tersebut maka rumusan franchics
dalam prakteknya terdapatlah suatu perbuatan antara dua
pihak vang telah sepakat yang merupakan tindakan timbal-

balik wuntuk maksud tersebut, sedang yang wmenjadi oaobjek

dari perbuatan tersebut adalah suatu hak milik perindus-

trian (inmateriil) wvang dimiliki pibak franchisor,

umumnya praktek perjanjiannya berpedoman pada Kitahb

Undang-undang Hukum Perdata dalam titel perikatan, oleh
karena hukum perjanjian nasional yang mengatur soal-sgal

umum atau soal khusus perjaniian franchise ini sama sekali

belum ada.
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Maka selain dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada
titel perikatan maka "perjanjian" atau "Franchise Agree-
ment" yang berlaku sebagai aturan dalam perikatan ini,
se#bagaimana asas hukum perikatan bahwa perjaniian adalah
undang=undang bagi yang membuatnyva.

Rumusan pasal 1313 Kitab Undang=-undang Hukum Perdata
dapat diterapkan dalam perbuatan bukum antara franchisor
dan franchisee yang saling mengikatkan dirinya dalam
perjanjian franchise.

Untuk membuktikan adanya perikatan tersebut sebenar-
nya adalah tidak sulit karena perikatannya dibuat secara
tertulis dalam Franchise Agreementnya. Yang memuat semua
hal-hal wang diperjanjikan dalam franchise.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian dalam
Kitab Undang;undaﬁg Hukum Perdata menganut asas konsensua-
litas artinya babwa perjanjian lahir karena adanya sepakat

diantara para pihak dalam perjanjiian.

Asas konsensualitas tersebut ditetapkan sebagai

syarat sahnya suatu perjanjian, sedang yang menjadi sifat

Fiil dari perjanjian franchise ialah terjadi pada saat

dilaukannya prestasi dari franchisor, jadi s=selain harus

adanya sepakat dibarengi dengan perbuatan nyata.

LL@E@MF&MMM

FPada umumnya tidak ada seorangpun yang mengikatkan
a
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diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu
Jjanii, melainkan untuk diri sendiri. Ini disebut sebagai
"Asas  Kepribadian", hal tersebut tersimpul dalam pasal
1315 Kitab Undang-undang hukum Perdata. 17)
mengikatkan diri pada asasnya ditujukan untuk memikul
kewajiban—kewajiban atau wuntuk menyangoupi melakukan
sesuatu, sedangkan ditetapkannya suatu janii, pada asasnya
ditujukan wuntuk memperoleh hak-hak atas sesuatu  untuk
dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya perikatan
Hukum yang dilahirkan untuk suatu perjanjian mengikatkan
orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri, dan
meletakkan hak-hak dan kewajiban diantara para pihak wvang
membuatnya.

Akhirnya disimpulkan suatu perikatan hukum yvang dila-
hirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sudut vyaitu

- sudut kewajiban yang dipikul oleh suatu pihak,

[

-~ ayudut hak yang diperoleh oleh pihak lainnvya.

*

R.Subekti, dalam bukunya HUKUM PERJANJIAN, berpenda-—

pat bahwa 1

e ww.sudut kewajiban, juga dinamakan sudut pasif,
sedangkan sudut hak dinamakan sudut aktif."ia)

Demikian juga halnya suatu perjanjian Franchise oleh

karena berdasarkan atas perjanjian darl pemilik merek

( franchisor) kepada orang lain (franchisee) dengan tujuan

untuk memakal Merek/nama dagang, maka para pihak yang

terikat dalam perjaniian pula mempunyai suatu hak-hak dan
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kewajiban-kewasiban tertentu yang dituangkan dalam fran-
chise agreementnya.

PFihak franchisor dajan perikatan tersebut adalah
pihak pemilik hak atas merek/nama dagang yang menjadi obisk
PErjanjiannya, oleh karena itu dalam hal ini pihaknyalah
Yang banyak mernentukan Unsur-unsur yang ada dalam fran-—
chise agreementnya tersebut Yang merupakan suatu =tandard
kontrak.

FPihak franchisee kedudukannya dalam perjaniian tersebut
ddalah sebagai pemakai Merek yang berhak dan telah sepakat
dan menyetujui akan unsur-unsur dalam standard kontrak.

Unsur—-unsur yang ada dalam franchise agreement tersp-
but adalah sebagai berikut :

l. Merk/Mama Dagang

2. Mufakat

3. Royalty

4, Supervising system/pengawasan

5. Kewenangan franchisee

ad, 1. Merek/Nama Dagang

Adalah hak milik dari Franchisor, vyang memberi

ijin kepada franchisee untuk memakainya dibawah
nama dagang dalam hal pemasaran atau mendistribusi-

kan barang yang sama dengan produksi pihak franchisor.

ad. 2. Mufakat
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Adalah hak yang dimiliki para pihak dalam perikatan
Yang merupakan unsur yang terpenting untuk terciptanya

Franchise Agreementnya.

ad. 3. Royalty
Royalty, adalah pembayaran yang dinilai dengan sejum-—
lah uang tertentu dari pihak frachisee kepada pihak
franchisor untuk memperoleh hak memakai mersk/nama

dagangnya.

ad. 3. Supervising system/pengawasan

adalah suatu hak franchisor yang khusus untuk mengawasi

pihak franchisee dalam rangka pelaksanaan selurub

sistemnya dalam praktek pemasaran dan pendistribusian

franchise tersebut,

Kewenangan Eranchisee

=8
]

adalah =emua kewenangan yang dimiliki pihak

franchisee yang telah ditentukan untuk memenuhi i

segala ketentuan dalam farnchise agreement.

3. 4, Berakhirnya Franchise

Berakhirnya perjanjian Franchise adalah bila kedua

belah pibhak mengakhiri perikatan yang mereka buat, dimana

pihak ‘fl"i.l'H:h.i-E-E tidak berhak lagi dalam pelaksamaan pema—
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saran, pendistribusian barang, dan jasa (service} dibawah

Merk/Nama Dagang milik franchisor.

Secara langsung juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

melekat pada mereka berakhir , dengan hapusnya perikatan

tersebut,

Sebagaimana berakhirnya suatu perjaniian seperti yang
diuraikan dalam BAB 1T, skripsi ini, tentang tidak diatur-
nya secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
maka berakhirnya perjanjian franchise ditetapkan dalam
Franchise Agreementnya.

Dalam Franchise Agreement ada beberapa kemungkinan
yang wumum untuk mengakhiri perjanjian franchise, yaitu
sebagal berikut :

I. Jangka waktu perianjjin yang ditetapkan dalam
Franchise Agreement telah habis, dan tidak diper-
panjang dengan perjanjlan perpanjangan Franchise
seperti pada perjanjian pada umumnya maka dapat
dipakai ketentuan tentang hapusnya perikatan vang

ditegaskan pada pasal 1381 Kitab Undang-undang

Hiukum Perdata.

11. Dibatalkan secara sepihak, yaitu :

a. oleh pihak franchisor

ppabila pihak franchisee tidak mencapai target

vang dimaksud dalam pelaksanaan Tranchise ter-

sgbut baik untuk melindungi "Good Will" dari
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produksi dan Mama dagang pihak franchisor, mau-
pun untuk melindungi mutu barang maupun sService
kepada konsumen.

B. oleh Fihak franchisee

1. wvaitu apabila pihak franchisee tidak sangoup
lagi untuk melanjutkan pelaksanaan sSeamua
ketentuan yvang ditetapkan dalam Franchise
Agresment.

Z. walbtu apabilas pihak franchisee dalam kedudu-
kannya berbentuk Badan Usaha (Perserocan
terbatas), dimana Badan Usahanya tersebut
dinvatakan bubar sptelah dilikwidaszi.

I11T. Adanya keputusan hakim yang mengakhiri perjanji-
an tersebut berdasarkan alasan-alasan tertentu
yang diperoleh karena permintaan (usul )
pemerintab dalam rangka melindungil kepentingan

umum, baik dari seqi sosial, elonomi, politik.
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BAB IV

PELAKSANAAN FRANCHISE

4.1, Bentuk-bentuk dan Syarat-syarat Franchise
8.1.1. Bentuk-bentuk dan Sistem Franchise di Indonesia

Bentuk dan kategori suatu franchise terdapat dalam
berbagai modifikasi vyang berkembang antara vang satu
dengan vang lainnya, tetapi sebenarnya hanya berbeda dalam
penyelenggaraanya =aja, sebab perngertiannya secara umum
adalah sama saja dengan pengertian-pengertian vang penulis
telah uraikan dalam bagian yang sebelumnya. Dari berbagai
bentuk tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut : 19)

1. Produk Franchise.

Bentuk vyang pertama ini vaitu dimana peEnerima
franchise hanya sebagai distributor saja bagi
produk Yang dihasilkan ocleh partnernva. Sedangkan
pihak produsen dianggap sebagaf{ franchisor vang

bBerhak untuk memberi izin kepada franchisee untuk

memasarkan produknya dalam areal yang telah dibatasi

atau wilayah tertentu, oleh karena adanva franchisae

lainnya diluar wilayahnya tersebut.
?. Proccessing or Manufacturing Franchise (Proses

atau Produksi Franchise)

Pengertian dari bentuk ini bahwa dalam pelaksansannva

pemeganag franchise diberi peranan dalam sistem

KnnH_Hanva suatu pr'i:ll:h.ih i'l'l.il.'l.k fl‘ﬂl’li:hiﬁ!. jidi



44

Fihak Fraﬂﬂhiséﬂ berhak pula untuk memproduksi
barsng milik franchisor dissmping penggunaan
mereknysa.

3. Buessiness Format System Franchise (Bentuk Bisnis
dengan cara Franchise) Bentuk yang terskhir ini
disebut dengan "Bussiness Format System Franchise”
adalah karena cars dan sistemnya yang unik dalam
Know-Hownya untuk sustu proses produk dan mansgemen
vang sudah dalam =s=atu paket, atau sistem ini metode
yvang lenghap dalam perjanjisnnya.

Dari berbagsi bentuk maks yang menjadi objek peneli-
tien penulis adalah bentuk yang ketigs tersebut, yang
unmumnya dileksanakan di Indonesia untuk pengelolaan Resto-
ran/Toko atau Usaha Dagang yang dibawah Nerek/Nema Dagang
Franchisor, baik untvk Franchisor lokal meupun Franchiseor

Asing atsu merek-merek yang telah ada diseluruh penjury

dunia oleh karena adanys pemakaian sistem franchise.

»
4.1.2.Bentuk dan Sistem Franchise ES TELER 77
Perjanjian Franchisenysa adalah dengan Akta dibawa

tangan yang dibuat dan dilegalisasi oleh notaris di Jakar-

ta, dengan judul "SURAT PERJANJIAR™.

Dengan ketentuan bahwa merekl pihak pertama tersebut asdalah

wilik Ffranchisor yang telah didaftarkan pads Direktorat
Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehskiman Republik
& .
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Indonesia., Hal tersebut dengen maksud yang sama dengan
tujuan suatu pendaftaran merek yang terdapst dalam Undang-
Undang Homor 21 tahun 1861 psssl 2 ayat 1 yang berbunyl
sebagai berikut :

------ vang untuok pertama kali memakai merek ontuk
keperloan tersebut di Indonesia ......_....... w20

Dan seperti vyang taiuh dinraikan =sebelumnya bahwa
perjanjian tersebut berlangsung dengan adanya kata “"setu-
ju" dan “mufakat” dalam perjaniiannvea.

Hal-hal pokok lainnya yang diatur dalam perjanjien
Frenchise =ebagzimanra yang tegas dinyatakan dalam BSurat
Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut

1. Izin Usaha.

Penyelenggaraannys diusshakan cleh pihak kedua,
termasuk segela sesuatu yang menjadi biaya untuk
keperlusn tersebut. Pihak pertama dalam hal ini
hanya membantu untuk mempermudah prosesnya.

Z. Lokasi Usaha.

Dalam perjanjimnnya disebutkan secera tegas lokasi
usaha pihak kedua, dengan ketentuan tidak dapat
diselenggarakan ditempat lainnya. Lama pemakaian
lokasi tersebnt dinyatakan pule, bersama dengan
kriteria lokasi yang diharapkan tegas dinyatakan
dalam pasal 8 Surat Perjanjiannys,

3. Royalty.

Suatu bentuk pembayaran pihak kedua kepada pihak



48

pertana vang dinilsi dengan sejumlah uang, makaud
pembaysran royslty tersebut tegas dinyatakan dalam
pasal 7 Surat Perjanjlan franchise yaitu untuk :

i. Hak pemskaian nama untuk membuoka rumah makan
ES TELER 77.

2. Bimya peninjauan dan persispan pembukaan.

3. Biaya perencansan dan konsultasi selama perjanjian
berlangsung, termasuk khonsultasi untuk promosi
selama berlangsungnya perjanjian.

4. Biaya pengajaran dan pengalihan resep-resep dan
standard mota.

5., Bieya mendidik dsn melatih pegawail sesual dengan
sistem E5 TELER 77.

B. Biays nntuk mencantumkan alamat nabangny?
sghubungan dengan promosi yang dilakukan Franchisor
ES TELER 77,

Harga/Henu

Ditetapkannya jumlsh harga dan Jjenis menu yang paﬁut

dihidangkan adalah wewenang pihak pertama dalam

perjanjian, namun franchisor untuk maksud tersehﬁt
juga memperhatiksn biaya produksi dan pendapatan
perkapita atau pendapatan masyarakat pada lokasi
tempat usahs pihak kedua.

Alat Perlengkapan

- Alat perlengkapan yaitu alat-alat untuk pelayanan
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pada konsumen, disediakan pihak pertama, dengan
ketentuan pihak kedua wajiE untuk membeli alat-alat
tersebut. Mengenai pembelian alat-alat tersebut
dibuat dengan perjanjian tersendiri, termasuk biaya
pEngirimannya ke lokasi pihak kedua vang ditanggung
oleh pihak kedua.

= Iklan yang dilakukan ocleh Franchisee dengan tujuan
untuk prumuﬁij telah ditentukan jenis dan bentuknya
oleh pihak 1rahchi5nr, biava untuk hal imi Jjuga
menjadi tanggungan pihak franchisee.

— Karyawan n;hnh franchisee yang tugasnya sebagai
pelayan disediakan dan diusahakan oleh pihak kedua
dan menjadi bebannya, tetapi vang jabatannya
sebagai Pimpinan dan XKasir ditentukan oleh .
Franchisor, dengan persetujuannya dsn_h!rtangquﬁg
jawab atas jabatannvya terssbut.

&. Pengawasan.
Pihak pertama melakukan pengawasan dalam hal untuk
menfaga mutu dan kwalitas dari produk pihak kedua
sehingga dengan adanya kontrol (ersebut sedini
mungkin menghindari kegagalan pihak kedua dalam
menjalankan bisnisnya.
Pinak pertama dalam kedudukannya juga memberi
petunjuk untuk kemajuan usaha pihak kedua, namun
tidak bertanggung Jjawab sama sekali apabila pihak

kepdua mengalami kerugian.
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7. Berakhirnya Franchise.

B.

Berakhirnya franchise ditentukan dengan kriteria

yaitu, =

4. Berakhirnya jangka waktu vang telah ditetapkan

dalam Surat Perjanjian, kemudian tidak
diperpanjang oleh para pihak, dalam hal ini

hak dan kewajiban para pihak dalam perjaniian

Juga otomatis berakhir.

Hal lain yang pokok untuk maksud terasbut maka
para pihak apabila akan mengkhiri perjanjiannya
atau hendak memperpanjang maka wajib mengutarakan
maksud tersebut dalam waktu 3 {tiga) bulan sebelum
waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian
berkhir.

Dapat pula perjanjiannya berakhir apabila pihak
kedua tidak memenuhifmelagéar kewajibannya,

hal ini didahului dengan teguran secara tertulis
oleh pihak kedua, bila pihak kedua tetap tidak
mengindahkan teguran tersebut maka dapat dinyatakan

berakhir perjanjiannya.

Peralihan Hak.

Sebagaimana halnya suatu hak milik dapat dialihkan
kepada pihak lain yang tidak ikut dalam perjanjian,
Franchise inipun dapat beralih dengan ditentukan

batwa pihak kedua hanya dipht mengalifhkannya kepada
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ahli waris atau keturunannya yang tertentu/yang
ditunjuk apabila ia tidak sanggup lagi wuntuk
melaksanakan kewajibannya maupun ketika fa telah

meninggal dunia.

4.1.3. Bentuk dan sistem Frapnchise pleh KENTUCKY FRIED
CHIEKEN di Indopesia

Pelaksangan franchise merek KENTUCKY FRIED CHICKEM di

Indonesia  dilaksanakan oleh PT. FAST FOOD INDOMNESIA,
dimulainva usaha ini sejak tahun 1979 vang lalu.
KENTUCKY FRIED CHICKEN, franchisenya dilaksanakan di 25
negara didunia, dengan &000 tempat (outlet), dimulainya
bisnis ini dengan falsafah keria keras dan pelayanan
istimewa oleh pemilik merek tersebut yang berkedudukan di
Amerika.

Oleh karena KENTUCKY FRIED CHICKEN adalah merek yang
telah diakui dunia internasional sistem farnchisenya, maka
dengan demikian PT. FAST FOOD INDONESIA dalam mengelolah
bisnis ini adalah berdasarkan ketentuan dan sistem Tran-
chise pihak Franchisor KENTUCKY FRIED CHICKEN.

Pelaksanaan  Franchise KENTUCKY FRIED CHICKENM tidak
jauh bﬂrbed; dengan sistem franchise lokal utamanya
mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjiannya.
palam pelaksanaan sistem farnchisenya tersebut dalam satu
negara hanya ada satu franchisee sebagai pemegang

tranchise, dalam hal ini PT. FAST FOOD INDONESIA adalah
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satu-satunya pemegang franchise wuwntuk Indanesia, dan
dengan ketemtuan dapat membuka cabang-cabangnya diberbagasi
tempat diwilayah Indonesia, dan setiap cabang (uotlet)
tersebut pelaksanaannya oleh anak perusahaan PT. FAST FOOD
INDONESIA tersebut, maka untuk Ujung Pandang dan Indonesia
Bagian Timur pelaksanaannya oleh PT. GELAEL INDOTIM.

FT. FAST FOOD INDOMESIA dalam mengembangkan usahanya
tersebut bersama dengan cabang-cabangnya, harus sesual
dengan ketentuan—ketentuan yang diizinkan dan disstujui
oleh pihak franchisor, dengan terlebih dahulu membayar
segjumiah reyalty tertentu vang telah ditetapkan wntuk
maksud tersebut.

Dalam hal ini pihak franchisee dalam pengembangan
bisnisnya tersebut selalu dibawah pengawasan pihak
franchisor.

Dari ketentuan perjanjian franchise antara KENTUCKY
ERIED CHICKEN dan PT. FAST FOOD INDOMESIA tersebut maka
franchisor mengawasi farnchisee adalah seoglah—olah
mengadakan pengawasan pada usaha milik pribadinya, dan
hanya ada cabang usaha franchisor saja.

Padahal dalam hal ini mﬁdal dan managemen pengelolaan
usaha tersebut adalah dari pihak franchisee, yang mana
dilaksanakan berdasarkan petunjiuk dari franchisor dengan
supervising system dalam hal ini pihak franchisor

menyediakan buku petunjuk untuk maksud tersebut dalam
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bentuk “Operation Manual",

Cari Perjaniian franchise tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa pihak franchisee adalah kontraktor
independen, dan tidak sebagai pegawai franchisor. Hal lain
yang penting dalam perjanjian tersebut adalah bahwa
franchisee menjalankan usahanya dibawah suatu Badan Usaha
yang berbentuk Persercan Terbatas, oleh karenanya Jjuga
peraturan pelaksanaan usahanya berdasarkan ketentuan Badan

Usabha Persercan Terbatas.

4.2, Manfaat Franchise Dalam Punia Bisnis

Dari wuraian-uraian mengenai hal-hal vyang penulis
bahas ini, maka pengertian franchise adalah adanya
hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor dengan
franchizses untuk pemakaian merek/nama d}gang délam hal
memproduksi, mendistribusikan barang milik franchisor
dengan metode manajemen tertentu vang ditetapkan.

Franchise melibatkan lisensi merek dagang dan Jjasa
atau lambang (logo) lainnya milik franchisor, kerja sama
vang demikian timbul karena kenyataannya franchisor telah
mengembangkan produk dan Jjasanya dengan pola khusus,
sehingga franchisee dalam hal ini dapat saja berperan
hanya sebagai penyalur.

pelaksanaan franchise tersebut tentulah para pihak
vang mengadakan perjanjian berkeinginan untuk mendapatkan

manfaat dari bisnis yang jalankannva tersebut.
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Manfaat ialah suatu hal yang menguntungkan dengan maksud

tertentu, demikianlah kerja sama franchise adanya manfaat
ﬂiﬂHJf'lghiﬂhﬂn bagi para pihak vyang mengadakan perjanjian.

Fihak franchisee memperoleh keuntungan yaitu karena
adanya bhak wuntuk menjialankan usaha dengan metode dan
sistem bisnis suatu merek/nama dagang yang sudah Ilebih
dahulu dikenal masvarakat umum sehingga tidak perlu lagi
melalui pronosi [iklan)} tertentu wuntuk memperkenalkan
produk/fjasanya.

Bagi franchisor keuntungannya ialah adanya fTee daﬁ
royalty yang diterimanya dengan sistem franchise ini, dan
juga perluasan usahanya dengan memanfaatkan sumber daya
dan modal franchisee, sehingga penvaluran produknya dapat
saja tidak melalui psnyalur eceran, tetapi tetap dibawah
merek/nama dagangnya.

Dalam usaha meningkatkan perkembangan dan peningkatan
perekonomian negara khususnya Indonesia, bisnis inipun
mempercleh manfaat tertentu. Keuntungan tersebut baik itu
dari eggi sosial dan dardi gkonomi masyarakat, misalnya
dalam hal bisnis ini dapat memperluas lapangan kerja oleh
karena fungsinya sebagai inovator, dan hal lainnya vyaitu
menambah pengetahuan masyarakat akan dunia bisnis dalam
abad modern ini.

Akan tetapi franchise merek ini dapat juga tidak

mengun tungkan gkonomi nasional, karena adanya jangka waktu
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vang terbatas ditetapkan dalam perjanjian. Apabila Jangka
waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir dan
tidak diperpanjang antara para pihak, maka pemilik merek
dapat saja bertindak menghentikan usaha franchisee,
sedangkan sebenarnya usaha vyang dilakukan oleh pihak
franchisee sudah sangat maju.2l)

Maka berhubung hal tersebut diatas perlu
dipertimbangkan sebaik-baiknya pengaturan sistem francﬁiae
dalam undang-undang naslional, hal ini un tulk
dimungkinkannya perlindungan bagi para pihak yang selaras

dan juga bagi perekonomian nasional.

4,5, Aspek Franchise Dalam Hububgannya dengan Undang-—
undang MNomor Zi tahun 1961 tentang Merek

Dalam membahas aspek franchise perlu dijelaskan pula
hubungannya dengan ketstuan tetang merek di Indonesia
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tabun 1961
tentang merek-merek Perusahaan dan Perniagaan.

Ketentuan tersebut yang menggantikan peraturan mengenail
Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang masih merupakan
produk pada zaman Hindia Belanda.

Undang-undang merek yang berlaku sekarang ini mulai
berlaku pada tanggal 11 Nompember 1961, jadi hingga saat
ini kurang lebih tiga puluh tabun berlakunya. Selama masa
perlakunya =suatu undang-undang tentulah telan dijumpai

berbagai masalabh-masalah dan memerlukan pemikiran untuk

|
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menyEmpurnahannpa. B

Begitu pula Undang-undang tentang merek yang berlaku
sekarang ini, tentulah memerlukan pembinaan hukum nasional
untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam
Ferkembangannya dengan jalan melalui pemikiran—pemikiran
praktisi sebagai bahan pertimbangan dalam rangka
mengadakan penyvempurnaan perundang-=undangan.

Dari konsiderans vang dimuat dalam Undang-undanag

Merek tahbun 1941 dapat diketahui bahwa tujuan dari undang-
undang ialah memberi perlindungan kepada khalayak ramai
terhadap peniruan barang vang memakai suatu merek sudah
dikenal masyarakat sebagai merek dari barang yvang bermutu
baik. Maksud tersebut ialah agar khalayak ramai tidak
keliru membeli barang yang sebenarnya bermutu rendah,
karena barang itu diberli merek yang dikenal oleh pembeli
sebagai merek dari barang vang bermutu tinggi. 22)
Pemilik merek sebenarnya Jjuga memerlukan perlindungan
terhadap peniruan mereknya, juga dalam konsiderans itu
perlu  ditambah dengan tujuan untuk memberi perlindungan
kepada pemilik merek yang sah yang ditiru pihak lain untuk
barang yang bermutu rendah.

Indonesia dewasa ini menjadi peserta Konvensi Paris
yang mana berpengaruh terhadap perjanjian hukum mersk di
indonesia dalam hal upaya untuk mengekspor barang-barang

kenegara—-negara peserta konvensi agar tetap memperoleh hak
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atas mereaknya di negara—-negara itu.

Ketentwan lain vyang penting dan berpengaruh dalam
konvensi ini adalah setiap warga negara dari negara
peserta konvensi memperoleh keuntungan yang sSama dari
hukum dimasing-masing negara seperti yang diberikan negara
kepada negara dimana hukum berlaku, maka Indonesia Yyang
ingin memperoleh hak mereknya dinegara peserta lain
diperlakukan sama seperti perlakuan terhadap warga negara,
untuk itu harus mengs=tahui bagaimana peraturan hukum yang
herlaku dinegara tersebut. Hak prioritas yang ada dalam
Konvensi Paris menyimpulkan babwa seseorang yang telah
mﬂngijukan- permobonan pendaftaran merek disuatu negara
peserta konvensi, maka akan memperoleh hak prioritas dari
negara peserta lain. 2Z3)

Namun menurut Undang-undang merek tahun 17461 tersebut
pendaftaran tidak dapat diberlakukan terhadap merek vyang
tidak mempunyai daya perbedaan dengan barang lain, Juga
terhadap merek yang bertentangan dengan moral umum, atao
ketertiban masyarakat misalnya menyerupai bendera-bendera
negara, lambang nama, singkatan lembaga internasional,
atau lambang badan pemerintah daerah didalam negeri.

Tuli=an Azhar Bachty, dalam Majalah Bulanan Forum

Keadilan menguralkan suatu kesimpulan akan ini sebagai

berikut :

" ...dengan demikian yang mengandung kwalitas berbeda
saja yvang dapat menjadi merek, dan demikian juga untuk
menikmati suatu hak ekslusive dari pemilik mersk."24)
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Dibidang internasional rujukan terhadap bhak milik
intelektual tercakup dalam semua instrumen hak asasi
manusia ubtamanya dalam bentuk ketentuan dalam melindumgi
hak para pencipta untuk mengawasi penggunaan karya mereka.

Demikian halnya sehingga franchise tersebut Jjuga
diperlukan pengaturannya dalam bentuk perundang-undangan.
Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian franchise
perjanjiannya vang berlaku sebagail udnang-undang bagi para
pihak wang mengadakan perjanjian.

Aspek franchise dalam hal ini disamping dapat
membedakan suatu hak milik pribadi franchisor; Jjugse dapat
membedakan mutu dan kwalitas dari setiap produksinya

berdasarkan nama dagang yang disandangnya.

4.4, Masalah—-masalsh Dalam Franchise dan Pilihan Hukum dalam

Eenyelesaiannya

4.4,1, Masalah—masalah Dalam Franchise

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang
dispbabkan oleh karena kejadianm diluar ke=zalahan salah
satu pihak yang mengadakan perjaniian.

Bahwa perspalan risiko ini berpokok pangkal pada
terjadinya sustu peristiwa diluar kesalahan salah satu
pihak dalam melakukan perjanjian, dengan perkataan lain
berpokok pangkal pada kejadian yeng dolam hubum  dinamaban

keadaan memaknd.
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Persoalaan risiko ini merupakan akhir dari keadaan
nemaksa, sebagaimana pula ganti rugli yang akhirnya
merupakan dilemma. Maka dalam hal pengembangan pengetahuan
franchise vyang temasuk dalam hak milik perindustrian,
dalam beberapa aspek memang sudah diator dalam undang-
undang =merek, namun diperlukan adanya suatu snalisa dari
hal-hal vang ditimbulkan dalam rangka memberi perlindungan
hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian
franchisa.

Begi franchisee yang dianggep memerlukan perlindungan
ﬁﬁkun yang layak oleh karena begitn banyaknya tawaran
franchisor yang membust franchisee bersedia untuk mengihku-
ti ketetvan [ranchisor tersebut dalam standard kontrak
yvang diajukan.

Choong Thung Cheong, ahli hukum ekonomi Singapura dalam
wawancaranya dengan harian kompas mengemukakan hal-hal
vang perlu memperoleh perlinduongan sebagai berikut
“bahwa yand perln diberikan perlindungan hukum
dalam sistem franchise ini dalam menghindari
kesnlitan-kesulitan dalam prakteknya bisnis ini -

- perlindungan terhadap hak merek internasional,

— perlindungan bagil investor,

- pencegahan persaingan tak sehat,

- para menfasilitasi modal asing sistem

franchise.” 23)

Dalam perjanjian sistem franchise ini hampir

franchior tidak memiliki risiko langsung, sementara

franchisee selain berhadapan dengan risike investasi,

persaingan managemen, kesalahan perhitungan dan pangsa
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FHRERF harus pula membayar eejumlah royalty, juga
dimungkinkan adanya kerugian yang diakibatkan oleh keadaan
diluar kemampuan manu=ia f{overmacht).

Franchisor dalam hal ini tidak ikut menanggung kerugian
yang dialami franchisee yang seakan memberatkan franchisee
secara sepibak dalam melaksanakan kewajibannya.

Masalah lainnya bagi franchiser adalah pada mekanisme
kontrol yang berlebihan, dan kemungkinan pencabutan dan
pembatalan franchise dan kemungkinannya memberikan pada
pihak pengusaha lain, bisa saja dengan alasan franchisor
bahwa wmutunya vang tidak =ama, padahal mungkin saja
dilakukannya hal tersebut untuk memberikan pada pengusaha
vamg lain dengan memberikan suatu syarat-syarat yang lebih
manguntungkan.

| 0i Indonesia permasalahan vang ditimbulkan oleh
sistem franchise memang belum banyak menimbulkan persocalan
hukum, namun apabils ada maka ini adalah tidak aneh dalam
dunia bisni=s, demikian komentar Budargo Gautama, ahli
Hukum Perdata Internasional Indonesia pada harian kompas @
"Mamalah franchise perlu untuk ditampung dalam -
perangkat hukum nasional untuk menghindarkan mal-
praktek dari franhisor yang memukul investor™ 24)

pDi Amerika Serikat, sudah =ebagian dari negara
bagiannya yang mengatur franchise ini secara tersendiri
yang terkadang lebih ketat, misalnya undang-undang negara

bagian Califarnia, yaitu “Califarnia's franchise

investment law" yang berlaku sejak tahun 1970, tidak 1lain
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hal ini dimaksudkan oleh pemerintah negara bagian
California wuntuk melindugi penduduk negaranya. Hal lain
yang menjadi alaman adanya undang-undang franchise
tersebut adalah karena sudah B0 ¥ pelaksanaan praktek
perdagangan di Amerika Serikat dalam bentuk franchise yang
juga merupakan suatu penyerap tenaga kerja yang besar.

Negara lain vang Jjuga mempunyai tujuan vyang sama
dengan adanya undang-wundang franchise ini, misalnya Jepang
yang mana telah memasukkan peraturan mengenai franchise
dalam undang-undang mereknya.

Dikawasar ASEAN, perkembangan franchisepun terasa
semakin dinikmati oleh pemakai jasa ini, tidak hanya
didunia bisnis saja, tetapi juga dikalangan hukum, untuk
itu dalam ASEAN LAW ASSOCIATEE (ALA) telah membahas
implikasinya pada " akhir tahun 1989 yang lalu, walaupun
hasilnya hanya berupa rekomendasi untuk suatu pemakaian
franchise ini dikawasan ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan
bBahwa organisasi ini ingin melindungil negara-negara
pEsertanya dalam hubungan internasioconal baik itu antara
anggotanya spndiri maupun hubungan dengan negara-negara

lainnya diluar ASEAN khususnya dalam pelaksanaan sistem

franchise.

4.5.2, Choise of Law dan Choise of Forum pada sistem franchise

Dari Semua masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan
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dalam sistem franchise ini, tentulah memerlukan suatu
penyelesaian yang adil dan tidak merugikan kedua pihak
dalam perjanjian.

Kalaupun belum ada perangkat hukum vyang mengatur
tentang franchise ini, namaun perilindungan hukum tetap
diperlukan dalam kontrak yang dibuat para pihak, hal ind
sesual dengan asas pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum
Ferdata.

salah satu cara penyelesaian yang dapat dilaksanakan
dan telah dimasukkan dalam perjanjian utamanya dalam
Perjanjian Perdata Internasional adalah Choise of Law atau
pilihan hukum bagi para pihak .

Alternatid Choise of Law tersebut Jjuga adalah salah
satu bentuk wuntuk mengatasi pengusaha asing vyang belum
percays pada csistem hukum Indonesia. Belain itd dapat Juga
digunakan sistem penyelesaian Choise of Forum vaitu sistem
penyelesaian hukum yang dicantumkan terlebih dabhulu dalam
kontrak maksudnya untuk menghilangkan keraguan pengusaha
asing dalam pelaksanaan perjanjian dengan pihak pengusaba
Indonesia. Apabils klausula Choise of Forum tersebut
dicantumkan maka perkaranya dapat diadili atau
diselesaikan dipengadilan negara yang telah disetujui,

atau dapat Jjuga disepakati untuk diselesaikan aleh

Internasional Chambers af Commerces.
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FERUTLIF
B.l.5impulan
Manusia dalam kehidupan eshari-harinva dalam

masyarakat, selalu tidak dapat dipisahkan dari perbuatan—
perbuatannya yvang bersifat ekonomis. Tindakan yvang bersi-
fat mkonomis inil mutlak dilakukan oleh manusia guna meme-—
nuhi kebutuhan hidupnva., terlebih=lebih pada abad modern
IMlL.

Bentuk =uatu perjanjian Keberadaannva dituniang oleh
azas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang—undang Hukum
Perdata Indone=ia pasal 1338, yang meskipun telah dianggap
sebagai suatu perjaniian khusue yang timbul dari bagian
wmwin  buku ke 111 Kitab Undang—undang Hukum Perdata dalam
titml Perikatan. Maka dalam hal ini dapat timbul suatu
perjaniian dalam bentuk apa =aja misalnya perjanjian
kerjasama dalam bentuk lisensi, joint venture dan fran-—
chise. Dari ketiga bentuk perjaniian kerja sama +tersebut
keuntungan yang diperoleh adalah tergantung dari besarnys
modal dan usaha yang dijalankan, namun dalam pelaksanaan-—
nya yang lebib muda dalam prosesnya adalah joint venture
pleh karena jenis bisnis ini tanpa ada suatu pemakaian
merek dan tanpa harus mengikuti metode managemen =alah
catu pihak seperti yang terdapat pada perjanjian lisensi

maupun franchise.
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Franchise adalah suatu lembsga yang tergolong dalam
perbuatan ekonomi yang jugs merupakan perbuatan hukum,
vang tumbuh dan berkembang delam masyarakat era abad ini,
namun belum mendspat perhatian vang penuh dari pemerintah,
walaupun piheak pengusaha Indonesia tidak rugi oleh karena
adanya kenyamanan jasa dan merek/nama dagsng yang dinik-
matl pihak Indoneesia.

Objek franchise yaitu hak milik keindustrian yang
digolongkan dalam benda inmateriil yang tidak dibatasi
harganya dan ditegaskan jangka wakto berkshirnya dalam
perjanjiannys yang mana apabila Jjangka waktu tersebut
berakhir maka otomatis hak pemakaian merek/nama dagang
tersebut berakhir pula, namun dapat diperpanjasng oleh
karenanya dapt digunakan ketentuan mengenai berakhirnya
perikatan yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-
pundang Hokum Ferdata.

Pada dasarnya perjanjian franchise merupakan suatu
perjanjian dimana hsk milik keindustrian tersebut dalam
bentnk merek/nama dagang milik franchisor dipakai oleh
franchisee yang tidak disertai dengan pemindahan hak
milik, oleh karena itu pemakaian merek/nama dagang terse-
but Fdapnt barakhir dengan diakhirinya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian satau karena dibatalkannya
perjanjian oleh sesuatu klausula yang sah.

Dleh karena 1itu apabila hak franchise ini dipindah
tangankan dalam perjanjiannya ditegaskan hanya dapat

+
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kepada pihak vang disetujui para pitak atau kepada ahli
waris franchisee yang tertentu/dituniuk.

Suatu kalusula yang ditetapkan dalam perjanjian franchise,
termasuk klausula diatas terssbut apabila dilanggar/tidak
dipatuhi oleh salah satu pihak maka dapat dituntut dengan
dasar melakukan perbuatan melanggar hukum.

Selama masa berlakunya perjanjiian franchise tersebut
apabila salah satu pihak ingkar janji atau tidak memenubi
kewajibanpya sebagaimana mestinya dianggap melanggar
pejanjian maka bila hai ini dilakukan oleh pihak
franchisee, tindakan franchisor ialah memberikan
peringatan secara ftertulis atas perbuatan tersebut,
apabila franchisee tetap lalai maka franchisor barulah
dapat membatalkan perjanjian franchise,

Dalam perjaniian franchise pihak Tfranchisor

memperolen manfaat yaitu dalam hal perluasan pengembangan
usahanya vang tidak memakai investasinya melainkan dari
modal franchisee sebagal pihak pemakai mersk. Keuntungan
lainnya yaitu dari royalty dan fee yang diterimanya dengan
adanya perjanjian franchise tersebut.
Pihak franchisee memperoleh keuntungan dari perjanjian int
vaitu adanya kenyamanan dalam mengelola usaha vang sudah
lebih dulu dikenal masyarakat umum, dan juga pengetahuan
managemen suatu bisnis tertentu,.

Kerugian vyang diderita franchisee termasuk wang
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diderita dalam hal keadaan memaksa (overmacht), maka pihak

franchisor tidak akan ikut menanggung kerugian yang

dialami terseshbut.

Akhirnya disimpulkan bahwa dibeberapa negara
perjanfian franchise telah diatur secara khusus dalam
ben tuk perundang—undaégan, tetapi di Indonesia franchise
ini masih dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa suatu
pengaturan dalam perangkat bukum nasional.

2:2. Saran—saran

Sekiranya setelah membahas franchise ini Walaupun
dengan keterbatasan pengetahuan penulis maka dapat penulis
berikan saran-saran guna penyempurnaan perjajian Franchise
dalam ﬁerkembangannya sebagai berikut :

1. Sudah tiba waktunya mengatur hukum perikatan yang
umumnya dalam perangkat hukum nasional vang lebih me-
ningkatkan kepastian hukumnya dan menggantikan peratu-
ran hukum perikatan pada buku II! Kitab Undang-undang
Hukum Perdata.

2. Sekiranya hukum perikatan yang dimaksud juga punya
peranan penting dalam perikatan-perikatan dunia dagang
guna mengikuti perkembangan ekonomi negara kita termasuk
Perikatan Perdata Internasional.

3. Dleh karena belum adanya pengaturan yang khusus Franm—
chige ini dalam perangkat hukum nasignal sehingga diha-
rapkan kemampuan yuris menyusun Draft Franchise atau

legal minded kalangan yuris, sehingga akhirnya dapat
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'
dilaksanakan Sebagaimana mestinya tanpa peranan Undang-—
undarng.
Dan akhirnya juga diharapkan adanya pengaturan lisensi
merek/franchise untuk melindungi gejala perkembangannya
dalam praktek vang kian berkembang dengan pesat dan

memang sudabh sangat dibutuhkan.
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Juara Indonesia Perjalanon Mencerdaskan Bangsa

1L PENBANGUNAN 1124, TELPF, 360499, JAKARTA 16130, INDONESIA

ANRAT PERIAMITAN

Pemtulkaan Cobang di hkobn 1..,.....-....,' .....
Pada hari ini 41 Jakarta, hari ,........... b G e T , EERgEnY <. eecwn
B e T I R BRILAN vvis i e i s e e , Lohun seribu
sanbllan rotus delepan pulub oL Lelalhh terjadi
kezepuiatan dan perjsnjian, sntera @

L. Tuari, SUKYATHO HUGROHD, penguseha, pemnilik dan Direktur Rumah
Malian Bs Teler 77, Lertampot di jalen Pembangunan 1734, Jukbrbo
Pusat, selanjutnys disebut PINAK KESATH.

2. T ] o PR - PR = - = g | Y~ . bertowpat dd Jalan ...
...... i.l--d|l-ll||||l-l-lldllllI|-IIIIIIIFI|Ir--'ll'|l'|""||l"l di
{1 oy == T S (S A = ST B T TRl gelanjutnya  disebut

PIHAK KEDUA.

PTUAE KESATU adalsh pengussha Eu- Telor 77, dun selaligus penililk  dan
Nipraktur Merk Degeng Es Teler 77, dan Es Teler 77, sehagai pemenang
Juarn Logibo Membusb Bs Teler, oe Indonesia tohiun 1982, wnerta  taluk
tnpdaftar poda lLantar Dirsktorat Jendral Patent & Hal Cipta,
Papartewmen Kehoakisan RI.

Pasnl 2 »

PINAE  KESATI hetdak membuka oobang A1  REED . iy T
nerta mununjul: PTHAK KEDUA, untuk membuls cabeng usaha Eo Teler 77, di

hoLh

.................... e e Dongun syornt-syarcet don

l:atentuan .&&ﬁﬁéil' berilut : Kedua belah pihalk telah  mencapal

parmsfokatan  dan persetujuan  sebagilmane kedua pihak tolnl setuju o
nehsgai berikut @

Patial 3 da s -
FIHAK KESATU dengon ini menuo juk PTHAK KEDOA soboaffal  cobeng  unluk 1
meghika uashe ES TELER 77 JUARA INDOMESIA di Jalan ...cvviicannszcaiis
................. oo tat memakel moerck dageng ES TELER 77,

Apabila  PIHAK KEDD "k nindah tampat, wajiib sendapat persebujuan

Lirrlebil dabulu doed PTHAK KESATO.

Pusal 4

- Perjenjian ini hanya burlaku untuk cabang ES TELER 77 11 Jalan

R TR Y M et e e PR AR e Al O ot S R I R . dnn
bidal dspat dipergunaken untulk tempat lainnva.
b i i e ——— ---l--—--|--l—-l-—ﬂ.--u-- § - . ' -llw-ﬂﬂ' L = T
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Perun jultken ini berleku selama &5 (lima) tehun terhitung tanEﬁnl P

------------------------- N h’ulﬁn S B SR R RN NI BE S B R SR R L R A S RS
Cohun ceriby zembilen retus delapan PUlub oo veonroosos L Ped
daa kersnanyva berakhirc pada Eeng@@del, ... iisiieerrrisnsa s i i .
bulan .... AR AR R T - seribu sembilan catus
EBmhLlhn.wdluh o T TSR TR & s e e

Jika PTHAK KEDUA b&rmqkﬂud menperpen jang pﬂrjhnjihn ini, maka PIHAK
REDDA wajily mesbecrltahuken hal ini kepads FIHAK #EEBATH selambat-
lﬂmhhthﬁu 2 (tiga) bpulen sebelun perjenitan inl berakhir.
Sebalilinya apabila PIHAK KESATH tidak barmaksud menun juk PIHAE KEDUJA
rabadEl oabang B3 VBB i e e R R K e glaty  EhRpesT—
gunalany nama ES TELER 77 tarsetul maka PINAK KESATD wajibh menbarcl-
tahukan hal ini kepada PIHAK KEDUA selanbat-lembotnys 3 (tiga) bulan
gebelium perljanjlisn ini barcakhir.
- Hargae perpanjangan don syerat-syarsatnyes ohan ditentokan kemadian.

Pasal &
= Harga panunjubkban ocabeang dan poemabsalan merle ES TELER 77 terasbut
gselama 8§ (lima] tehun adalah sebegsar MP. ... ivecvcsncnesns $
tlll‘ll- ------------------------------------------------------- }
yang pﬂmbﬂyarnnn?n distur sebagai berikut : ¢
~ 28X {(dua puluh llna prosean) atau sehesar BP. «uve i vsssssssns IR e
{1Illlilll-111+-r-|+-rl'l-l"-l'" lllllllllll addd d*=d 8= a & & ¥ 8 @ }

waJllh dibvevar aleh PIHAK KEBDh kaepada PIH&K KESAT dengan kuitnnﬂi
tersendiri, sebagal boandoa jadl.
= 25% (dua puluh lima prosen) atau S8hasa&8Y RBD. . ivessbioccnsicvnnna

BA P BB T, B RN B e Ew o wrk b Ewk ey md gy e ale ksl @ g R o ow R oy R ORE W

waijlbh dibavar olah PIHAK KEDDA kepagdsa PTHAK KESATH parda wralctn PIHAK
BESATL skan meninjeu lokasi /S tempat waog okon dipsrgunalion.
- 25X (due puluh lima prosen) ataw gebasar Rp. ............. A e

............... N B UL IR TN TR R T TR T TS N T R R [ e SR S

v
wallh dibayar olsh FIH&H KEDU& kapada PIHAK EKESATT Paﬂﬂ wﬁqu FlHﬂh
KESATU salen mengicimkan nteff ahlinva untuk peleksensan pembuliasn.

- 2E% (cdua puluh lims prosen) atau rebesar RP. . ccioeeioie ot onnses

L e e e bl b

Hujih dihurnr “aleh PIHAE EEDH& kepada [PIHAK KEIATU pada walibu

geleasgni pelasksopaan pembulibsn.
= Pigamping itu PIHAK KEDUA akan dikensksn ROYALITY oleh PINAK KESATU

SR E h'tnﬁr'n}'ﬁ-r ------ R A I e o I Tl T o B e e e e Tr 1L 11 T N T RS PR

Pasal 7
= Jumlah harga tsrasbut dalam pasal 8 , sudah tormasuk
1. Hak Famakniln name unbuk mambuhajrumnh makarr ES TELER 77 41 .......
gy, i ek BB KRR AR A (- T K- e L e R e
............... dalam waktu & (lima) tabun,

uuuuuuuuuuuuuuuuu

7 [iliave p&ninjuunn dan  persiapan pambuksan (Eidal termasilk
transportasi dan skomodasi).

3., Diaya perencanson dan Ronsultasil selama perjanjian inl berjalan

d, Diwve pendgsjaran dan pengalihan retep - resap den stendavd muby,

5. Diava mendidik don melotih pegoawai scouai sictewm ES TELER 77.

—
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“RAaLsE Ronfultas )l promogsl untuk wsaha inl,
ginyn enoentutkan alamat oebang , uptuk setiap promosl yand
Llskukan ES TELER 77, beserta segala kegisteannya.

Pasnl B

EIH?E bEED"& wojib membuka cobang dengoen lokesi dan kondisi usbagal
srikut

1.

Lekozi harus didsersh ramai den strategis.

. Loksmi harus disetujul cleh PIIAR KESATH

3.

| =4 b &R ds

Bangunan yang dipergunslas uptul wesmbuksa uzsha inl heecus millk
PINAK KEDDA atau spahbilea menvawa, harus sebureng-hkurangnya minimum
b (lima} tabun.

Ei#gq pembelion bangunan steu sews ini ditsndgung clel PIHAK REDUA
pandiri

Selamn perjenjisn ini beclengoung, bangunsn tersebut harus delam
keadoar berswal Yalk don momenuhi overet unkuli dipakat lherugaha
Dougunan terpobul,. harus meailiki fasilites eir bergih yang  ocukup
dan relkaniong aic tiep bulan menjedl tanggung Jewabh PIHAKE KEDIA,
Nangunan fearasbut harue peniliki fasilites ligteil vongy culkup, el txra
rekeéning tiap bulannva menjadi tenggung Jjawab PLIIAK KEDUA,

Dangunan Lersebul Lidak cdelan kesdoan senghetn, sSegaele tuntuban
tuntutan hukum deari PIHAK KETIGA sdaloh menjadi tangguog Jjawsb
PIHAK REDDA,

Miagan stou dekorssi rusngon dikerjaken oleh PINAK KEDUA dengan
persestujusan dari PINAK BESATH, d4dan biavenve ditanggung oleh PIHAK
KEDUA wendiri.

10.Paralatan restaurant walib disediskan oleh PINAK KEDUA termasuk

pembalian paralatarinyva.

11.8aji, uang maken, dan sedala hal-hal yend menvanghut masalsh

karvawean/karvavati menjadi tanggung jawah PTHAK KEDIJA.

12. Bahar, - bahan sk dao perletgkspenpys wajib disedishan dan menjadi

tangdung Jowal PTIHAK KEDUA.

13. MenagFemernt & pambukunn dilakukan oleh PINAK KEDUA, dengan bisya -

POE

biava PIHAK KEDIA sendirvi
Pasal 9

PIHAK KEDUA menyediskan selurvh karvawen dan karvewabti Yang
dibutuhkaen , diantaranysa :
i (gatu) orsng pimpinan yangd repst dipercaya dan bertanggung jawab.

. 1 (zatuy) orang kagir vang dapal dipsraosya dan hertanggund jawab.

Babarapa oreng Karyawsn dan keryawall untuk begian dapur, peleran.
pemnbel1an.

Pasal 10
PINAK KESATU wajlb memberiksn pengrohen don latihen kKepada karyvawsn
dan karvawati behsraps saat sehalum pembuksan sampal bLeberaps waktuy
gotelalh pewbukasn, cedsng bieva - biays untuk mendatangkan otaff
ahili tergoebut menjedi tanggung Jawalh PIHAK KEDUA, eantara lain
transportasi dan sakomodosi.




Pasal 11
PTHAK KESATU weiib memberitehu den memberi reélajoron selurub raoup-
reEgap hidanganj vang dijusl oleh resteursnt EI TEILER 77, hasarka
Standard mutunyoe, . :
PIHAKE KESATH nkan selalu mesdempingi PIHAK KEDUA dalam melskukon
pangdawacan peds seat dan satelah pembukesn, senpal PTHARK KESATU
menganggapr PTIAK KEDDA telsh mawpu untuk meloluloon pendiri,
PIHAK KESATU skern nelalu beraoedis membanta den mengasssl Jalannya
uusha apabila Aiminbs oleh PIHAK KEEDUA din  dengon  Japecan  dard
PIIAK KEDIA, dan apsbila diperlukan sken mangirimken staff ahliuya
untuli  melukukan pengaralian dan perbaiklen wetuk meninghollon  witn
den pelaranannya,
Sewaliti-walitu rFIHﬁK KEDUA dapet memanggl) stofl ahli PTHAK FESATH
apabila diperlulien,

. Somin bisya-biavn tersebut d3 atss monjedi tengeung  Jaweh  PTHAR

EEDIA.

FPasal 12
Manu dan harga ditentuken oleh PIHAK KE3ZATD, dan PIHAK KEDDA tidak
diparbeolshlien manatbklian hurga atau mirukak Fanap Lanpa
pepengetahuan PINAK KESATU, '

Pasal 13

) .

Khusus untul GBelas ES TELER 77, menghok halkgo, gelas rujak gobet,
plastil tentengsan dan seguls perlengkapen  lalenya yong  audab
distondardknn dan herlogo ES TELER 77 hanye dikeluorkan oleh  PIHAR
KESATH dan PIHAK KEDUA harus membell dari PINAK KESATH dengon harda
vong esudoh  ditetspkoen . Sedang welitu pomboyuran besarba  oenked-
sankai heterlambotsn aken diatur kemudion . Dan biaya pengdirimsnnys
ditangeumt PTHAK KEDOA. .

Peual 14

- Promogi dilakukan dan dilskoanaken aleh PTHAK KEDUA dengen
parcety juan PIMAK KESATI

- Promosi wong dilakulkén antaras lain o
Loge den .papan  merk, iklan di harisn Thy kota maupun herisn
setenpat, pamlet, spanduk , don lpin sebagninya.

- Promosl pecars berlala atén promoci yand hergifak mangdingatlian
don memantaplen wailb dilakulkon oloh TTHAK KLDHA.

- Diava- biayas wntuk kegistan promcsi ind maenjordl tangogung  Jowab

BFTHAK KEDNA,
Freal 15

i i e o ke

. Eemus §jin-ijin termasult ijin uwaaha dilokonnoehan olsh PINAR KEDIA
dun  bisvenya ditoenggung oleh PIHAK KED4&, PIHAK EKEGBATD Theanvo

membeari informesi Jika diperlulien, o
- Pa%Sak - pajek vang barhubupgan dengsn useha ind ditanggung  oleh

PIHAK KEDUA.



Pasal 1A o 1

= Helk tersabut tidak haleh dlopsrkan, disllhkan, digswalian atau
dipinjenken kepada pihsk lﬂinpthnpn rersetu juan PTHAK KESATI,

Arabila PIHAK KEDIIA untull sementara abag punbgls walito yang lama
berhnl ingan  untul melalikan usehanya, meaks hnk  beraetot i tat:
Aiwakilt olep keturunannya vang ol tunful: elah PTIAK FEDIA  atan
apobila  PTHAK “ KEMIA moaningral dunla malke hok  Gersebut dupat
Aijslankan oleh warinnye menutut huolkson,

ra
]

Pasal 17
1, = PIHAK KESATI aken membantu PTHAK KEDUA pepemibry s nreuh umndﬂﬁhﬂ
Haeha  inl,  aben  tetopi PIAAK KESATO tidal bartongguba Jawab
ﬁf"ﬁ‘hilﬁ t&m}*ﬁ-tn ‘u-'fﬂha l:'ii Tﬂ&huﬂlﬂlﬁ" hnr:_.ﬁ:im_ X LA
2. - Begals parbusban dan tindalan yend molaregar bl dari  PIfAK
REDIA sadalah men jad § tenggurng jawsh PINAK KEMIA cemndiri. :

B, - Apahila PHIAK KEDUA 4idal memerichi kawaji | perienilan
Ini waka TIIAK KESATD alnn memberi teguron{bertulicYepadn PTRAK
KEDHA dan apshila wesib juga tidek memenuly TThon-kewafihan

itu maka poerjuniian ini poketilia menjodi botal, fonpa diperlidie
Pubugan linliim Pengadilon Negeri, dalam hal demilian Ledua belah
ribnk  melepaukug kotenbuon - kobtentunn yoruf disstut dplaom  pacal
12668 dan 1267 Kitapk Undang - Undang Hukum Perdata fan. halt stk
mamtaln rectaurnnd dendun wmercl “BS TELER 77 Lermebnt  dicobal
dan  ueang yang telsh diterima nleh PTHAK KESATH dari PTIHAE KT
Lidak wedib dikembalikan.

Phenl 1R

= Hnl < hal yang tidak ateu tidal aukup distur dulpm perdonjion  ini,
nlimn digelasaiken aleh  Jaduas bxlah pihal: racaprs i awarah
Penyelevolan teroebut akan ditusoglan dalom  suatu e Joao oo
tambabisn, perjanjisn tambalian torgabul werupalia bugian yvang ELdal
terpinahkan dari pecjaniion ini. -

S e

= Tenteng perjsnjisn ini dengsan osegala akihatnys, para plhak menilih
Lempal kedismen  hukum  yoasg  usun don Gidak becubsh  di T
Panitara Hagevi Jskarta Puoat, :

PIHAK KEDIIA . PIHAK KESAT!

, | e
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Saya yang bertandatangan dibawah ini @

MNama : RUDI DEI, SE
Alamat : Jalan Irian MNo. 2 o
Fekerjaan : Pimpinan Restoranmn ES TELER 77 Cabang Ujung

Fandang.

Menerangkan bahwa 3

Mama : Sitti Hajrah Rini

Alamat ¢ Jalan Sungai Limboto Ir. 37 No. Z1

pekerjaip i Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Ujung FPandang.

Stambuk : B& 02 140

JUrusan v Keperdataan

Benar telah mengadakan FPenelitian pada Perusahaan/Restoran
vang sava pimpin dengan Judul Skripsi @
“"Suatu TinjJauan Terhadap Aspek Hukum Dalam Felaksanaan

Bisnis Franchise"

Ujung Pandang,

RUDI OEI, SE
Fimpinan ES TELER 77



A

PT. GELAEL INDOTIM

JALAN ST. HASANUDDIN 16 TELEPON 24408 - 23624 UJUNG PANDANG

Surat Keterangan Telah Meneliki

Saya ¥ang bertanda tangan dibaweh ini

Hama : JOSEF JULLIUS SUHARLI
Jabatan r Ganeral Hanager

PT Gelael Indotim
Unit + Kentucky Fried Chicken
Alamat : J1.8ultan Hesanuddin 18

Ujung Fandang.

Henerangkan bahwa

Hama + Bitti Hejrah
Pekerjaan : Hehasiswa Fekultss Hukum Universitas
Hasanuddin Ujong Pandang.
Stambuk : 85 02 160
Jarausan : Hepardatasan
Benar telah mengadakan penelitian pada
ErsahEaAn S cestoTan W g eaYs pimpin dengan

Judul =kripsi
uatu Tinjauan Techadap  Aspohk Hukum Lalam
Pelaksanaan Bisois Fraochise™.

Jiung Faﬂdangﬂ.f- ssanber 1950

?.7. GELAEL INDUTIL .
KFT  Ubpg  Pandey
Jin Suliwn Hassvoaoadiba b
Telpon S4m
Mo SUHARLI viumG PANDANG
Hanager



